
BUPAn srruBONDO
PROVINSI JAWA TlMUR

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO

NOMOR ~ TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBOKDO
HOMOR 51 TABUK 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO TAHUK ANGGARAN 2019

Menimbang

Mengingat

BUPATI SITUBONDO,

a. bahwa pcdoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Bclanja Dacrah Kabupatcn Situbondo Tahun Anggaran
2019 scbagaimana ditctapkan dalarn Peraturan Bupati
Situbondo Nomor 51 Tahun 2018, belum mengakomodir
scmua kcbutuhan Pemcrintah Kabupatcn Situbondo
dalam melaksanakan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja
Daerah Kabupatcn Situbondo Tahun 2019 schingga perlu
diubah;

b. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud
pada huruf a, dipandang perlu .menctapkan Peraturan
Bupati Situbondo lentang Pcrubahan atas Peraturan
Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Belanja
Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 20] 9;

1. Undang- Undang Tahun 1950
Kabupaten

Nomor 12 tenlang
dalamPernbcn tukan Daerah -daerah

lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

;&"--.
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

3. Undang -Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44,
Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerin tah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,· Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 ten tang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ten tang Laporan
Penyclenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 1g, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5272);

24. Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah .( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011;

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan
Gedung Negara;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
ten tang Pedoman PengeLolaan 8arang Milik Daerah;

30. Peraturan Menteri Kcuangan Nomor 32/PMK.02/2018
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
511); I
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31. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 701);

32. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/iJasa
Pemcrintah Nomor 15 Tahun 2018 tcntang Pelaku
Pengadaan Barang/ Jasa;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008
Nomor 13);

34. Peraturan Daerah Kabupatcn Situbondo Nomor 6 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012
Nomor 6);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 tahun
2016 tcntang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupatcn Situbondo Tahun 2016-2021
(Lcmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016
Nomor 8);

36. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Pcnatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pclaporan, serta
Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil Pajak/ Retribusi Daerah, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran
Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 23) sebagaimana
telah diu bah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor
47 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2018 Nomor 47);

37. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2018
tcntang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Situbondo tahun 2019 Nomor 38);

38. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Bclanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran
2019.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2019.

etit

Pasall

Ketentuan yang tcrcantum dalam Bab III Pcnatausahaan
Keuangan Oaerah Lampiran Pcraturan Bupati Situbondo
Nomor 51 Tahun 2018 tcntang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun Anggaran 2019, diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dcngan pcnempatannya
dalarn Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Oitctapkan di Situbondo
Pada tanggal 2 2 FEB 2019

BUPATI SITUBONDO,

DADANG W1GIARTO
Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 2 2 FEB 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR 4



LAMPIRAN Pcraturan IJ..uj(ati Situbondo
Tanggal: II FEB 201Q
Nomor : 1 Tahun ~'619

BAB III
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

A. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Bcrdasarkan Peraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pcngelolaan Kcuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor

13 Tahun 2006 sebagaimana tclah diubah tcrakhir dcngan Pcraturan

Menteri Dalam Ncgcri Nomor 21 tahun 2011 tcntang Pcrubahan Kcdua

Pcraturan Mentcri Dalam Negcri Nomor l 3 tahun 2006 dan Peraturan

Bupati Sit.ubondo Nomor 38 Tahun 2009 tentang Sistcm dan Proscdur

Pcngclolaan Kcuangan Dacrah. Pemcgang kekuasaan pcngciolaan

kcuangan daerah adalah Bupati sclaku Kcpala Dacrah dan mcwakili

pcrncrintah daerah dalam kcpemilikan kekayaan dacrah yang

dipisahkan. Dalarn pelaksanaan pcngclolaan keuangan dacrah Bupati

mclimpahkan scbagian atau scluruh kckuasaannya kcpada :

1) Sckrctaris Dacrah sclaku koordinator pcngclola kcuangan dacrah

2) Kcpala SKPKD sclaku PPKD

~~)Kepala SKPD sclaku Pcjabat AnggaranfPcngguna Barang

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah

Sckrctaris Dacrah sclaku koordinator pcngcloia kcuangan dacrah

berkaitan dcngan peran dan fungsinya dalam mcmbantu kcpala

daerah menyusun kcbijakan dan mcngkoordinasikan

pcnyclenggaraan urusan pcmerintahan daerah termasuk pengelolaan

keuangan dacrah.

Sclaku koordinator pengclolaan kcuangan dacrah mernpunya: tugas

koordinasi di bidang :

a. Pcnyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengclolaan APBD

b. Pcnyusunan dan pclaksanaan kcbijakan pcngelolaan barang

dacr ah

c. Pcnyuaunan rancangan APBD dan rancangan pcrubahan APBD

d. Pcnyusunan Rapcrda APBD, pcrubahan APBD, dan

pcrtanggungjawaban pclaksanaan APHD I



8

c. Tugas-tugas pcjabat pcrcncana daerah, PPKD danpcjabat

pengawas keuangan dacrah

f. Penyusunan laporan keuangan dacrah dalaam raangka

pertanggungjawaban pclaksanaan APBD

Sclain mcrnpunyai tugas koordinasi sckretar is daerah mcmpunYUl

tugas scbagai berikut

a. Mernirnpin TAPD;

b. Mcnyiapkan pcdoman pclaksanaan APBD;

c. Mcnyiapkari pcdoman pengclolaan barang dacrah;

d. Mcmbcrikan pcrsctujuan pcngcsahan DPA-SKPDjDPPA-SKPD;

c. Mclaksanakan tugas-tugas koordinasi pcngclolaan kcuangan

dacrah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan olch kcpala

dacrah.

2. Kepala SKPKD selaku PPKD

Kcpala SKPKD adalah Kcpala Satuan Kcrja Pcngclola Kcuangan

Dacrah. Satuan kerja yang mcmiliki tugas dan fungsi dalam

pcngclolaan keuangan daerah dalam hal ini adalah Kcpala Hadan

Pcndapatan Pcngclolaan Kcuangan dan Asct Dacrah (BPPKAD)

sclaku PPKD. .Jadi BPPKAD scbagai SKPD juga sebagai SKPKD

sclaku PPKDyang mcmpunyai tugas :

a. mcnyusun dan mclaksanakan kcbijakan pcngclolaan kcuangan

daerah;

b. mcnyusun rancangan APBDdan rancangan perubahan APRD;

c. mclaksanakan pemungutan pcndapatan dacrah yang Lelah

ditctapkan Pcraturan Daerah:

d. mclaksanakan fungsi BUD;

c. mcnyusun laporan kcuangan daerah dalam rangka

pcrtanggungjawaban pclaksanaan APBD;

f. rnclaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang

dilimpahkan oleh kepala dacrah.
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PPKDdalam mclaksanakan fungsi BUD mempunyai tugas :

a. mcnyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengcsahkan DPA-SKPD/DPA-SKPKD;

c. mclakukan pengendalian pclaksanaan APBD;

d. mcmbcrikan petunjuk teknis pclaksanaan system penerimaan

dan pcngeluaran kas daerah;

c. mclaksanakan pcmungutan pajak daerah;

f. mcnctapkan SPD;

g. mcnyiapkan pclaksanaan pinjaman dan pcmberian pinjaman

atas nama pcmcrintah dacrah;

h. mclaksanakan sistcm akuntansi dan pclaporan kcuangan

dacrah ;

1. mcnyajikan informasi kcuangan dacrah; dan

J. mclaksanakan kcbijakan dan pcdoman pcngclolaan serta

pcnghapusan barang milik dacrah.

PPKD sclaku BUD mcnunjuk pcjabat di lingkungan satuan kcrja

pcngelola kcuangan dacrah sc1aku Kuasa BUD yang ditctapkan

dcngan kcputusan kcpala dacrah. Adapun tugas dari Kuasa BUD

adalah:

a. mcnyiapkan SPO;

b. mcncrbitkan SP2D;

c. mcnyimpan scluruh bukti asli kcpcmilikan kckayaan dacrah;

d. mcrnantau pclaksanaan pcnerimaan dan pcngeluaran AP13Dolch

bank dan / atau lcmbaga kcuangan lainnya yang ditunjuk;

c. mcngusahakan dan mengatur dana yang dipcrlukan dalam

pelaksanaan APBD;

f. mcnyimpan uang daerah;

g. mclaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola /

mcnatausahakan invcstasi dacrah;

h. mclakukan pembayaran berdasarkan pcrrnintaan pcjabat

pengguna anggaran atas bcban rckcning kas umum daerah;

1. mclaksanakan pcmbcrian pinjaman alas nama perncrintah

dacrah;

J. melakukan pcngclolaan utang dan piutang daerah;

k. melakukan pcnagihan piutang dacrah;
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Sclain pclimpahan tugas dalam melaksanakan fungsi BUD kepada

Kuasa BUD, PPKD dapat melimpahkan kcpada pcjabat lainnya di

lingkungan SKPKDuntuk melaksanakan tugas-tugas :

a. mcnyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

b. mclakukan pcngendalian pclaksanaan APBD;

c. mclaksanakan pemungutan pajak dacrah;

d. mcnyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pcmbcrian jaminan atas

nama pcmerintah dacrah;

c. mclaksanakan sistcm akuntansi dan pc1aporan kcuangan dacrah

f. mcnyajikan informasi kcuangan dacrah;

g. mclaksanakan kcbijakan dan pcdoman pcngelolaan scrta

pcnghapusan barang milik dacrah.

Pelimpahan tugas scbagaimana tcrscbut diatas dibcrikan kcpada :

a. Kuasa PPKD dalam pcnyusunan rancangan APBD dan rancangan

Pcrubahan APBD kepada Kopala Bidang Anggaran;

b. Kuasa PPKD dalam pclaksanaan pcmungutan pajak dan

rctribusi dacrah kcpada Kepala Bidang Pcndataan dan Penetapan

Pajak dan Rctribusi Dacrah;

c. Kuasa PPKD dalam pclaksanaan pcmungutan pajak dan retribusi

dacrah kcpada Kepala Bidang Pcnagihan, Kcbcratan dan

Pcnyuluhan Pajak dan Retribusi Dacrah;

d. Kuasa PPKD dalam pclaksanaan sistern akuntansi dan pclaporan

kcuangan daerah kepada Kopala Bidang Akuntansi;

c. Kuasa PPKD dalam pelaksanaan kebijakan dan pedoman

pcngclolaan serta penghapusan barang milik dacrah kcpada

Kopala Bidang Aset.

3. Kepala SKPD selaku Pejabat Anggaran/Pengguna Barang

KcpaJa SKPD sclaku pejabat pcngguna anggararr/pcngguna barang

mcmpunyai tugas :

a. Mcnyusun Rencana Kcrja dan Anggaran (RKA)SKPD;

b. Mcnyusun Dokurncn Pelaksanaan Anggaran (DPA)SKPD;

c. Mclakukan tindakan yang mcngakibatkan pengeluaran alas

bcban anggaran belanja;

d. Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya; ,
•
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c. Mclakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pcmbayaran;

f. Melaksanakan pemungutan pcnerirnaan bukan pajak;

g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. Mcnandatangani SPM ;

1. Mcngclola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD

yang dipimpinnya;

J. Mengelola barang milik daerah/kckayaan daerah yang mcnjadi

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang

dipimpinnya;

1. Mengawasi pclaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

m. Mcnctapkan Perencanaan Pcngadaan;

n. Mcnctapkan dan mcngumumkan Rcncana Umum Pcngadaan

(RUP);

1. Mc1aksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;

m. Menctapkan Pcnunjukan Langsung untuk Tender / Selcksi Ulang

Gagal;

n. Mcnctapkan Pejabat Pcmbuat Komitmen;

o. Mcnctapkan Pejabat Pcngadaan;

p. Mcnetapkan Pcjabat Pemeriksa Hasil Pckcrjaan (Pj.PHP)/Panitia

Pcmcriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);

q. Menctapkan Pcnyclenggara Swakclola;

r. Menctapkan Tim Tekrris;

s. Mcnctapkan tim juri/tim ahli untuk pclaksanaan rnelalui

Saycmbara / Kontcs;

t. Menyatakan menyatakan Tender gagal/ Scleksi gagal;

u. Menetapkan pcmenang pcmilihany pcnycdia untuk metode

pcmilihan :

1) Tender/ Pcnunjukan Langsung/E-purehasing un-tuk paket

Pcngadaan Barang/Pckerjaan Konstruksiy.Jasa Lainnya

dcngan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.

100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

2) Seleksi/ Pcnunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa

Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas

Rp.10.000.OOO.000,OO(scpuluh miliar rupiah).
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v. Melaksanakan tugas-tugas pcngguna anggaran Zpengguna barang

lainnya bcrdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kcpala

dacrah.

w. Bertanggung atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala dacrah

mc1alui sekrctaris daerah.

II. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang

Pcjabat pcngguna anggaran/ pcngguna barang dalam melaksanakan

tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya

kcpada kcpala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna

anggaran/kuasa pcngguna

kcwcnangan dalam hal :

a. mclakukan tindakan yang mcngakibatkan pcngcluaran atas

beban anggaran belanja;

barang. Pclimpahan scbagian

b. mclaksanakan anggaran unit kcrja yang dipimpinnya;

c. mclakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pcmbayaran;

d. mcngadakan ikatarr/ perjanjian kcrjasama dcngan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah ditctapkan;

c. mcnandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

f. mcngawasi pclaksanaan anggaran unit kcrja yang dipimpinnya

g. mclaksanakan tugas-tugas kuasa pcngguna anggaran lainnya

bcrdasarkan kuasa yang dilimpahkan olch pcjabat pcngguna

anggaran

Tugas-t.ugas scbagaimana diatas mcrupakan kcwenangan dalam

pcngclolaan kcuangan yang dilimpahkan olch pcngguna anggaran

kepada kuasa pengguna anggaran.

Selain pclimpahan kewcnangan dalam pcngelolaan kcuangan,

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tenlang

Pengadaan Barang/.Jasa Pemcrintah khususnya pada pasaJ 10

bahwa kuasa pcngguna anggaran dapat melaksanakan kewcnangan

scsuai dengan pclimpahan dari pengguna anggaran sebagai pclaku

pcngadaan barang dan jasa. Pcnunjukan kuasa pcngguna anggaran

ditctapkan olch kepala dacrah atas usul SKPD. Pclimpahan yang

akan dibcrikan olch pengguna anggaran kcpada kuasa pcngguna

anggaran ditctapkan olch kcpaJa SKPD.
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B. Pejabat Pengelola Keuangan SKPD

Pejabat pcngclola keuangan pada SKPD tcrdiri dari :

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah pcjabat pad a unit kcrja

SKPD yang melaksanakan satu atau bebcrapa kcgiatan dari suatu

program sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun tugas PJYI'Kadalah

sebagai bed ku 1 :

a. Mcngendalikan pclaksanaan kcgiatan;

b. Mclaporkan pclaksanaan kcgiatan;

c. Mcnyiapkan dokumcn anggaran atas bcban pcngc1uaran

pclaksanaan kcgiatan.

Pejabat Pclaksana Tcknis Kegiatan dapat dibantu olch staf pelaksana

PPTK untuk mclaksanakan tugas-tugasnya.

2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD(PPK-SKPD)

Pejabat Pcnatausahaan Kcuangan SKPD (PPK- SKPD) adalah pcjabat

yang mc1aksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, dan

mcmpunyai tugas scbagai bcrikut :

a. Mcncliti kclcngkapan SPP-LS pcngadaan barang dan jasa yang

disarnpaikan olch bcndahara pcngcluaran dan dikctahuiJ

disctujui olch Pcjabat Pclaksana Tcknis Kcgiatan;

b. Mcneliti kelcngkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji

dan tunjangan PNS scrta penghasilan lainnya yang ditctapkan

scsuai dcngan kctentuan pcrundang-undangan yang diajukan

olch bcndahara pengcluaran;

c. Mclakukan vcrfikasi SPM;

d. Mcnyiapkan SPM;

c. Melakukan vcrifikasi harian atau pcncrimaan;

f. Mclaksanakan akuntansi SKPD;

g. Mcnyiapkan laporan kcuangan SKPD.

PPK-SKPD tidak bolch mcrangkap sebagai pejabat yang bcrtugas

mclakukan pemungutan pcnerimaan /ncgara, bendahara dan J atau

PPTK. PPK-SKPD dapat dibantu olch pembantu PPK-SKPD untuk

mclaksanakan tugas-tugasnya.
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3. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Bcndahara pcncrimaan adalah pcjabat fungsional yang ditunjuk

untuk mcnerima, mcnyimpan, mcnyetorkan, menatausahakan dan

mempcrtanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara penerimaan dapat

dibantu olch bendahara penerimaan pembantu atas pcrtimbangan

kondisi gcografis wajib pajak dan / atau wajib retribusi tidak mungkin

mcmbayar kewajibannya sccara langsung pada badany lcmbaga

keuangan yang bertugas mclaksanakan sebagian tugas dan fungsi

bendahara pcncrirnaan.

Bcndahara pengcluaran adalah pejabat fungsional yang untuk

rncncrrrna, mcnylmpan, mcmbayarkan, mcnatausahakan dan

mcmpcrtanggung jawabkan uang kcpcrluan bclanja daerah dalam

rangka pelaksanaan APBDpada SKPl)

Bcndahara pcngcluaran dapat dibanlu bendahara pengeluaran

pembantu bcrdasarkan pertimbangan lingkatan dacrah, besaran

SKPD, besaran jumlah uang yang dikcloIa, beban kerja, lokasi,

kornpctcnsi darr/utau rcntang kendali dan pertimbangan objcktif

lainnya.

4. Pejabat Pembuat Komitmen

Pcjabat pcmbuat kornitrncn adalah pcjabat yang bcrtanggungjawab

alas pelaksanaan barang dan jasa yang ditctapkan olch Pengguna

Anggaranj Kuasa Pengguna Anggaran. Pcrsyaratan untuk ditetapkan

Pejabat Pembuat Komitmcn yaitu :

a. Mcrniliki intcgritas dan disiplin;

b. Mcnandalangani Pakta Intcgritas;

c. Mcmiliki Sertifikat Kornpctcnsi scsuai dcngan bidang tugas PPK;

d. Bcrpcndidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau

sctara;

e Mcrniliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan kctcntuan

pcraturan pcrundang-undangan.

Pejabat Pembuat Komitmcn tidak belch dirangkap oleh :

a. Pejabat Penandatangan Surat Pcrintah Mcmbayar (PPSPM) atau

Bendahara;
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b. Pcjabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan

Barang/ Jasa yang sarna;

c. PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang/.Jasa yang sarna.

Pengecualian Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen :

a. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c

diatas tidak terpenuhi maka Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar

dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023;

b. Dalarn hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d

diatas tidak terpenuh, maka persyaratan Sarjana Strata Satu (81)

dapat diganti dengan paling rendah golongan III/a atau

disetarakan dengan golongan IIII a;

c. Persyaratan penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dapat

ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilrnuan dan

pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan;

d. Dalarn hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan

sebagaimana dirnaksud diatas, rnaka Pengguna Anggaran /Kuasa

Pengguna Anggaran dapat merangkap sebagai PPK;

e. Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah, dimana Kepala BPPKAD sebagai Kepala SKPD dan

Kepala SKPKD selaku PPKD yang menjalankan fungsi sebagai

Bendahara Umum Daerah serta didalamnya terdapat Kuasa

BUD, jika tidak tcrdapat pegawai yang mernenuhi persyaratan

sebagai Pejabat Pembuat Kornitmen, maka dapat menunjuk KPA

selaku pelaku pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan oleh

kepala daerah.

5. Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi I pejabat fungsional

Ipersonil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung,

Penunjukan Langsung, dan/ atau E-purchasing. Untuk ditetapkan

sebagai Pejabat Pengadaan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Merupakan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa atau Aparatur Sipil

Negaray'TNly Polrij'personel lainnya yang memiliki Sertifikat

Kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan;

h. Merniliki integritas dan disiplin;

c. Menandatangani Pakta Integritas.
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Pengangkatan dan pembcrhentian pejabat pcngadaan tidak tcrikat

tahun anggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pengadaan tidak boleh merangkap sebagai :

a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau

Bendahara; atau

b. Pj. Pcncrima Basil Pekcrjaan (Pj.PI-IP)untuk paket Pcngadaan

Barang/ Jasa yang sama.

6. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Pj.PHP/PPHP)

Pejabat Perncriksa Basil Pekerjaan yang sclanjutnya disingkat PjPHP

adalah pcjabat administrasiy pejabat Iungsionalj personel yang

bertugas mcmcriksa adrninistrasi hasil pckcrjaan Pcngadaan

Barang/ .Jasa.

Panitia Pcmeriksa Hasil Pekerjaan yang sclanjutnya disingkat PPHP

adalah tim yang bertugas mcmeriksa administrasi hasil pekerjaan

Pcngadaan Barang/ .Jasa.

Pcngangkatan dan pcmbcrhcntian PjPHP/PPHP tidak tcrikat tahun

anggaran dan bcrdasarkan pcraturan pcrundang-undangan.

Untuk dapat ditctapkan scbagai PjPHP/PPHP harus memenuhi syarat

scbagai bcrikut :

a. mcmiliki intcgritas dan disiplin;

b. mcmiliki pcngalaman di bidang Pcngadaan Bararrg/.Jasa;

c. memahami administrasi proses pcngadaan barang/jasa; dan

d. mcnandatangani Pakta Integritas.

PjPHP/ PPJ-IPtidak boleh dirangkap oleh Pcjabat Penandatangan Surat

Perintah Membayar (PPSPM)atau Bcndahara

C. Pertanggungjawaban dan Penetapan Pelaksanaan Tugas Pejabat

Pengelola Keuangan

Dalam mcmclaksanakan tugasnya pejabat pengclalaan kcuangan dacrah

mcmpcrtanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya scbagai bcrikut :

a. Sekrctaris Daerah selaku koordinator pcngelolaan kcuangan dacrah

mempcrtanggungjawabkan alas pclaksanaan tugasnya kcpada

kepala dacrah;
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b. Kcpala SKPKD yaitu

mcrn pcrtanggungjawabkan

Kepala BPPKD selaku

tugasnya

PPKD

kcpadaalas pelaksanaan

kepala daerah melalui Sekretaris Daerah;

c. Kuasa Bendahara Umum Daerah mempcrtanggungjawabkan atas

pclaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Dacrah;

d. Kuasa PPKD mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya

kcpada PPKD;

c. Pcngguna Anggaran / Pengguna Barang mcmpcrtanggung- jawabkan

atas pelaksanaan tugasnya kepada kcpala dacrah melalui Sekretaris

Dacrah;

Kuasa Pengguna Anggararr/Kuasa Pcngguna

mcmpcrtanggungjawabkan atas pclaksanaan tugasnya

Pcngguna Anggaran / Pcngguna Barang;

g. Pcjabat Pclaksana Tcknis Kcgiatan mcmpertanggungjawabkan atas

pclaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/ Pcngguna

f. Barang

kepada

Barang;

h. Bcndahara Penerimaan dan Bcndahara Pcngcluaran

mempcrtanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya kcpada PPKD

sclaku BUD;

I. Pejabat pcngadaan bcrtanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya

kcpada Pcngguna Anggaran;

J. Pcjabat Pcmcriksa Hasil PckcrjaanfPanitia Pemeriksa Hasil

Pckcrjaan bertanggungjawab atas pclaksanaan tugasnya kcpada

Pcngguna Anggaran.

Pcnctapan pclaksanaan tugas Pejabat Pcngelola Kcuangan Dacrah

adalah scbagai bcrikut :

1. Sckrctaris Dacrah, Kepala SKPKD, Kuasa BUD, Kuasa PPKD,

Pcngguna Anggaran/Pengguna Barang, ditctapkan olch Kepala

Dacrah;

2. Kuasa Pengguna Anggararr/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara

Pencrirnaan dan Bendahara Pengcluaran, ditetapkan oleh Kcpala

Dacrah atas usul Kepala SKPD;

3. Pejabat Pelaksan a Teknis Kcgiatan, Pejabat Penatausahaan

Kcuangan SKPD, Pcjabat Pembuat Komitmcn, Pcjabat Pcngadaan,

Pejabat / Panitia Pcmeriksa Basil Pckcrjaan (Pj.PHB/PPHP ditctapkan

olch Pcngguna Anggaranj Kuasa Pcngguna Anggaran.
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D. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah

0.1. Bendahara Penerimaan SKPD

0.1.1. Penatausahaan Bendahara Penerimaan SKPD

Bendahara penerimaan SKPD mcnenma pembayaran

sejumlah uang yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak

(SKP) daerah dan/ atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR)

danfatau dokumen lain yang dipersarnakan dengan SKP/SKR

dari wajib pajak dan Zatau wajib rctribusi dan Zatau pihak

kctiga yang berada dalarn pcngurusannya. Bendahara

pcncrimaan SKPD mempunyai kewajiban untuk rnelakukan

pcmeriksaaan kesesuaian an tara jurnlah uang dengan jumlah

yang telah ditetap Bcndahara pcncnmaan SKPD

kcmudian mcmbuat Surat Tanda Bukti
•

Pcmbayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kcpada

wajib pajak/wajib rctribusi.

Format dokumcn Sural Kctctapan Pajak (SKP) daerah dan

Surat Kctctapan Rctribusi (SKR) dibuat scsuai dcngan

kctcntuan pcraturan perundangan yang bcrlaku

D.1.2. Pembukuan Bendahara Penerimaan

Pcmbukuan pcndapatan olch bcndahara pencrimaan

mcnggunakan Buku Pcncrimaan dan Pcnyctoran Bcndahara

Pcncrimaan. Bcndahara pcncrimaan SKPD mclakukan

pcncatatan pcndapatan sclambat-Iarnbatnya 1 x 24 jam

setclah uang masuk ke rckcning kas umum daerah

Dalarn melakukan pcmbukuan terse but, bcndahara

pcncnmaan rncnggunakan dokumen-dokurnen tcrtcntu

scbagai dasar pencatatan antara lain:

1) Surat Tanda Bukti Pembayaran;

2) Nota Krcdit;

3) Bukti Pencrimaan Yang Sah; dan

4) Sural Tanda Setoran.

Sctiap pcncrirnaan yang ditcrima SKPD ditransaksikan kc

rckcning bendahara pcncrimaan atau jika tidak terdapat

bcndahara pcncnrnaan pada SKPD, maka pcncnmaan

tcrscbut langsung ditransaksikan mclalui kas urnurn daerah
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paling lambat 1 (satu] hari kcrja bcrikutnya dcngan

menggunakan formulir Surat Tanda Sctoran (STS).

Daftar STS yang dibuat olch bcndahara penenmaan

didokumentasikan dalam Register S1'S.

Format Surat Tanda Sctoran (STS) sebagaimana tcrcantum

pada lampiran peraturan ini.

Penerimaan yang ada pada rekcning bend ahara

pcnerimaan SKPD akan dipindahbukukan ke rekening kas

dacrah oleh Bank Jatim Cabang Situbondo sctiap hari kerja

schingga rckening bendahara pencrimaan tcrsebut bersaldo

nihil.

Prosedur pembukuan bendahara penerimaan, an tara lain:

a. Pembukuan atas pendapatan dibayar tunai

Proses pcneatatan yang dilakukan dimulai dari

saat bendahara penerimaan mcncrirna pembayaran

tunai dari wajib pajak atau wajib rctribusi dan

pcnyetor rineian obyck pcndapatan sclain pajak dan

retribusi. Apabila pembayaran mcnggunakan cek / giro,

maka pencatatan dilakukan ketika cek tcrscbut

diuangkan bukan pada saat cck terscbut diterima.

Sclanjutnya pcncatatan dilakukan pada saat bendahara

pcncnmaan mcnyctorkan pcndapatan yang ditcrimanya

kc rckcning bendahara pcnerimaan atau rekening kas

umum dacrah. Pernbukuan secara tunai In!

dipcrkcnankan untuk transaksi di bawah batasan

minimum kebijakan non tunai Pcmerintah Kabupaten

Situbondo. Pencatatan dilakukan pada Buku

Pcnerimaan dan Pcnyetoran Bcndahara.

Langkah-langkah pcrnbukuan pada saat pcncrimaan

tunai adalah sebagai bcrikut:

a) Berdasarkan bukti pcnerimaanj bukti lain yang sah,

bcndahara mengisi buku penerimaan pada modul

pcndapatan.

b) Menambahkan jcrus transaksi pcnerimaan

pcndapatan, input pencrimaan pendapatan. Mcngisi

tanggal transaksi, uraian, cara pcmbayaran, nomor,
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bukti, status pcndapatan. Selain itu mengisi data

pcrnbayar scbagai informasi tambahan.

c) Bendahara mengidcntifikasi jenis dan kodc rekcning

pcndapatan.

d) Bcndahara mencatat nilai transaksi pad a kolom

jumlah.

Langkah-Iangkah pembukuan saat pcnyctoran tunai

adalah sebagai berikut:

a) Bendahara mcmbuat Surat Tanda Setoran (STS) dan

mclakukan penyetoran pendapatan yang diterimanya

kc rekening bendahara pcnerimaan atau rckening kas

urnum dacrah.

b) Bendahara meneatat penyctoran ke rekcning

bendahara atau rekening kas umum dacrah pada

modul pcndapatan, transaksi buku kas umum, jcnis

transaksi pcnyetoran pendapatan. Mengisi tanggal

transaksi, uraian, nomor bukti, rekcning tujuan, cara

pcnyetoran.

c) Bcndahara memilih daftar penenmaan pcndapatan

yang sebelumnya telah dibuat.

d) Selanjutnya bendahara menyctor uang pcndapatan kc

rckening bank bendahara pencrimaan atau rckcning

kas umum daerah.

c) Sctelah sctoran pendapatan divalidasi oleh bank,

bcndahara menycrahkan bukti setor pendapatan kc

BUD e.q Bidang Perbendaharaan.

Langkah-langkah di atas secara otomatis rnelakukan

pcncatatan pada buku kas umum pendapatan, buku

pencrimaan dan penyctoran

laporan register STS.

bendahara penerirnaan,

b. Pembukuan Atas Pendapatan Dibayar Melalui Rekening

Bendahara Penerimaan

Wajib pajakjwajib rctribusi dapat melakukan

pembayaran mclalui rekening bendahara pencnmaan.

Dalam kondisi tcrsebut, pcncatatan dilakukan saat
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bendahara penerimaan menerima informasi dari wajib

pajakj'wajib retribusij bank mcngenai adanya penerimaan

pcndapatan pada rekening bendahara penerimaan hingga

penyetorannya.

Pencatatan dilakukan pada buku penerimaan dan

penyetoran bendahara.

Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang

diterima di rekening bank bendahara penerimaan adalah

scbagai bcrikut:

a) Bcndahara

pajak/ wajib

menerima pemberitahuan dari wajib

rctribusiy bank (pembcritahuan

tcrgantung dari mckanisme yang digunakan) mcngcnai

adanya penenmaan di rckcning bcndahara

pcncrimaan.

b) Bcrdasarkan informasi tcrscbut (bisa berupa slip

sctoran atau bukti lain yang sah], bcndahara

melakukan verifikasi dan rckonsiliasi atas pcncrimaan

tcrscbut.

c) Sctclah mclakukan vcrifikasi dan mcngetahui asal

pcncrimaan, bcndahara mengisi buku pcncrimaan

pada modul pcndapatan.

d) Mcnambahkan jcrus transaksi pcnerimaan

pendapatan, input pencrimaan pcndapatan. Mcngisi

tanggal transaksi, uraian, cara pembayaran, nomor

bukti, status pcndapatan. Selain itu mengisi data

pcmbayar scbagai informasi tambahan.

c) Bendahara mengidentifikasi jenis dan kode rekening

pendapatan.

I] Bendahara mencatat nilai transaksi pada kolom

jumlah.

Langkah-langkah dalam membukukan penyctoran kc

rekening kas umum daerah atas penerimaan pendapatan

mclalui rekening bank bendahara pcnerimaan adalah

sebagai berikut:

1) Bendahara membuat Surat Tanda Sctoran (STS) dan

mclakukan pcnyctoran pendapatan yang diterimanya,
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dcngan eara transfer atau pemindahbukuan secara

otornatis melalui rekcning bank bcndahara

penerimaan ke rekening kas umum dacrah

2) Bcndahara mencatat penyctoran ke rekcning

bendahara atau rekcning kas umum daerah pada

modul pendapatan, transaksi buku kas umum, jcnis

transaksi pcnyetoran pcndapatan. Mengisi tanggal

transaksi, uraian, nomor bukti, rekening tujuan, cara

penyetoran .
•

3) Bendahara memilih daftar pcnerimaan pendapatan

yang sebelumnya telah dibuat.

Langkah-langkah di atas secara otornatis melakukan

pcncatatan pada buku kas umum pcndapatan, buku

penerimaan dan penyctoran

laporan register STS

bendahara penerirnaan,

c. Pembukuan Atas Pendapatan Dibayar Melalui Rekening

Kas Umum Daerah

Wajib pajak /wajib rctribusi dapat mclakukan pembayaran

sccara langsung mclalui rekening kas umum dacrah.

Pcncatatan dilakukan saat bendahara pcnerimaan

rncncnma informasi dari BUD mcngcnai adanya

pcncrimaan pcndapatan pada rekcning kas umum dacrah.

Peneatatan dilakukan pada buku pcncnmaan dan

pcnyctoran bcndahara pencrimaan.

Langkah-langkah dalam membukukan pcncnmaan yang

diterima langsung di rekening Kas Umum Dacrah adalah

scbagai berikut:

a) Bcndahara mencrima slip setorany bukti lain yang

sah dari wajib pajakj retribusi atas pcmbayaran yang

mcreka lakukan ke kas umum daerah.

b) Berdasarkan slip setoranjbukti lainnya,

bend ahara mengisi buku kas umum pendapatan

pada modul pendapatan.

c) Bcndahara menambahkan jenis transaksi penerimaan

pcndapatan, input pcncrimaan pcndapatan. Mcngisi
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tanggal transaksi, uraian, cara pcmbayaran, nomor

bukti, status pendapatan. Selain itu mengisi data

pembayar sebagai informasi tambahan.

d) Bendahara mengidentifikasi jcnis dan kode rekcning

pcndapatan.

c) Bcndahara rnencatat nilai transaksi pada kolom

jumlah.

1) Bcndahara membukukan pcnyctoran pcndapatan.

Dengan menambahkan jenis transaksi pcnyctoran

pcndapatan. Mengisi tanggal transaksi, uraian, nomor

bukti, rekening tujuan, cara pcnyetoran.

g} Bendahara mcmilih transaksi pcnerimaan pendapatan

yang scbclumnya tclah dibuat.

D.1.3. Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya

1. Pertanggungjawaban Administratif

Bcndahara pcncrimaan SKPD wajib mcmpcrtanggung

jawabkan pcngelolaan uang yang mcnjadi

tanggungjawabnya sccara administratif kepada Pcngguna

Anggaran mclalui PPK SKPD paling lambat pada tanggal

10 bulan berikutnya.

Laporan pcrtanggungjawaban (LP,J) bendahara

pencnmaan mcrupakan pcnggabungan dcngan U\J

bcndahara pencrimaan pcmbantu dan mcmuat informasi

tcntang rckapitulasi pcncrimaan, penyctoran dan saldo

kas yang ada di bcndahara. LPJ tersebut dilampiri

dengan:

1) Buku Kas Umum, Buku Pcncrimaan SKPD, 13uku

Rekapitulasi Pencrimaan Harian, yang tclah ditutup

pada akhir bulan berkcnaan;

2) Register TBP dan register STS;

3) Bukti penerimaan yang sah dan lengkap;

4) Pcrtanggungjawaban bend ahara penenmaan

pcmbantu.
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Langkah-langkah pcnyusunan

pertanggung-jawaban bendahara

adalah sebagai bcrikut:

a. Bcndahara penerimaan menerima pertanggung-

jawaban yang dibuat oleh bendahara pencrimaan

dan penyam paian

pcncrimaan SKPD

pcmbantu paling lambat tanggal 5 bulan bcrikutnya.

b. Bcndahara penerimaan melakukan vcrifikasi, cvaluasi

dan analisis kcbcnaran pcrtanggungjawaban yang

disampaikan olch bcndahara pcncrirnaan pcmbantu.

c. Bendahara pcncrimaan mcnggunakan data

pertanggungjawaban bcndahara penerimaan

pembantu yang telah divcrifikasi dalam proses

pcmbuatan laporan pcrtanggungjawaban bcndahara

pcnenmaan yang mcrupakan gabungan dengan

laporan pcrtanggungjawaban bendahara pcmbantu.

d. Bcndahara pcncnmaan mcmbcrikan Laporan

Pcrtanggungjawaban kcpada PAmclalui PPK SKPD

c. Atas Pcrtanggungjawaban yang disampaikan olch

bcndahara pcncrirnaan, maka PPK SKPD akan

mc1akukan verifikasi kcbcnaran t.erhadap

Laporan Pertanggung-jawaban terscbut. Bcndahara

dapat mcnycmpurnakan laporannya apabila tcrdapat

masukan dari PPK SKPD kctika mclakukan vcrifikasi

atas pcrtanggungjawaban administratif.

I, Apabila disetujui, maka Pengguna Anggaran akan

mcnandatangani Laporan Pcrtanggungjawaban

(administratif) sebagai bcntuk pengesahan.

Pcrtanggungjawaban administratif pada bulan terakhir

tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kcrja

terakhir bulan tcrsebut.

2. Pertanggungjawaban Fungsional

Bcndahara pcnerimaan SKPD Juga mcnyampaikan

pcrtanggungjawaban sccara fungsional kcpada PPKD

paling larnbat pada tanggal 10 bulan berikutnya

mcnggunakan format LPJ yang sarna dcngan
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pertanggungjawaban administratif. LPJ fungsional ini

dilampiri dengan :

a. Buku Kas Umurn, Buku Pencrimaan SKPD, Buku

Rckapitulasi Penerimaan Harian, yang telah ditutup

pada akhir bulan bcrkenaan.

b. Register 1'BP dan 181'8.

c. Pertanggungjawaban

pembantu.

bendahara penerimaan

Langkah-langkah pcnyusunan dan penyampaian

pcrtanggun-jawaban bend ahara pencrimaan SKPD adalah

sebagai bcrikut:

a. Bcndahara pcnerimaan mencrima pertanggung

jawaban yang dibuat olch bcndahara penerimaan

pcmbantu paling lambat tanggal 5 bulan bcrikutnya.

b. Bcndahara pcnerimaan mc1akukan vcrifikasi, cvaluasi

dan analisis kebcnaran pcrtanggungjawaban yang

disampaikan olch bcndahara pencrimaan pembantu.

c. Bcndahara pencrimaan mcnggunakan data

pcrtanggungjawaban bend ahara pcncrtmaan

pcmbantu yang telah divcrifikasi dalam proses

pembuatan laporan pcrtanggungjawaban bcndahara

pcnerimaan yang mcrupakan gabungan dcngan

laporan pertanggungjawaban,

d. Bendahara dapat mcnyempurnakan laporannya

apabila tcrdapat masukan dari PPK SKPD kctika

mclakukan

administratif.

c. 13cndahara penenmaan menycrahkan 1

(satu) lcmbar laporan pertanggungjawaban

kcpada PPKD sebagai bentuk pcrtanggungjawaban

vcrifikasi atas pcrtanggungjawaban

fungsional paling lamhat tanggal 10 bulan bcrikutnya.

I, PPKD kcmudian mclakukan vcrifikasi, cvaluasi dan

analisis dalam rangka rckonsiliasi pcndapatan.

Pertanggungjawaban fungsional pada bulan tcrakhir

tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja

tcrakhir bulan terscbut.
!
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D.2. Bendahara Penerimaan PembFlntu SKPD

D.2.1. Penatausahaan Bendahara Penerimaan SKPD

Bendahara penenmaan pembantu SKPD mencrima

pcmbayaran sejumlah uang yang tcrtcra pada Sural

Ketetapan Pajak (SKP) daerah dan/ atau Surat Ketetapan

Retribusi (SKR) dan/ atau dokumen lain yang dipersamakan

dcngan SKP/SKR dari wajib pajak danj'atau wajib rctribusi

danl atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya.

Bendahara penenmaan pcmbantu SKPD mempunyai

kcwajiban untuk melakukan pemcriksaaan kcscsuaian antara

jumlah uang dcngan jumlah yang tclah ditclapkan Bcndahara

pcncnmaan pernbantu SKPD kcmudian membual

Sural Tanda Bukti Pcmbayaran/bukti lain yang sah

untuk dibcrikan kcpada wajib pajak /wajib retribusi.

Format dokumen Sural Ketctapan Pajak (SKP) dacrah dan

Sural Kctctapan Retribusi (SKR) dibuat sesuai dcngan

kctcn tuan pcraturan pcrundangan yang bcrlaku

D.2.2. Pembukuan Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD

Pernbukuan pcndapat:an olch bcndahara pcnerimaan

pcmbantu mcnggunakan Buku Pencrimaan Pembantu dan

Pcnyctoran Bcndahara Pcncrimaan Pcmbantu. Bcndahara

pencnmaan Pembantu SKPD mclakukan pcncatatan

pendapatan selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah uang

masuk ke rekcning kas urnum daerah

Dalam melakukan pembukuan terscbut, bcndahara

pcncnmaan pernbantu mcnggunakan dokumen-dokurncn

tcrtcntu scbagai dasar pencatatan an tara lain:

1) Surat Tanda Bukti Pembayaran;

2) Nota Kredit;

3) Bukti Pcnerimaan Yang Sah; dan

4) Sural Tanda Setoran.

Setiap pcncrimaan yang ditcrima ditransaksikan kc rckcning

bendahara penerimaan SKPD atau jika tidak terdapat

bend ahara penerimaan pada SKPD, maka pencrimaan

tcrscbut langsung ditr4nsaksikan melalui kas umum dacrah
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paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dcngan

menggunakan forrnulir Surat Tanda Sctoran (81'8).

Daftar STS yang dibuat oleh bcndahara penerimaan

didokumentasikan dalam Register 8TS. Format Surat Tanda

Setoran (STS) sebagaimana tcrcantum pada lampiran

peraturan ini

Pcnerimaan yang ada pada rckening bendahara pencrimaan

SKPD akan dipindahbukukan ke rekcning kas daerah olch

Bank Jatim Cabang Situbondo setiap hari kerja sehingga

rekcning bendahara pencrimaan tcrscbut bcrsaldo nihil.

Proscdur pcmbukuan bendahara pencrimaan pcmbantu,

an tara lain:

a. Pembukuan atas pendapatan dibayar tunai

Proses pencatatan yang dilakukan dimulai dari

saat bcndahara pcnerimaan pcmbantu mcncrima

pcmbayaran tunai dari wajib pajak atau wajib

rctribusi dan pcnyctor rincian obyck pendapatan sclain

pajak dan retribusi. Apabila pembayaran menggunakan

cek/ giro, maka pencatatan dilakukan ketika cck

tersebut diuangkan bukan pada saat cck tcrscbut

ditcrima. Selanjutnya pcncatatan dilakukan pada saat

bcndahara pcncnmaan pcmbantu menyetorkan

pcndapatan yang diterimanya kc rckcning bcndahara

pcnenmaan SKPD atau rekening kas umum dacrah.

Pembukuan secara tunai ini diperkenankan untuk

transaksi di bawah batasan minimum kebijakan non

tunai Pcmcrintah Kabupaten Situbondo. Pencatatan

dilakukan pada Buku Pcnerimaan dan

Penyctoran Bendahara. Langkah-langkah pembukuan

pada saat penerimaan tunai adalah scbagai berikut:

a) Bcrdasarkan bukti pcncrimaan / bukti lain yang

sah, bcndahara mcngisi buku pcncrimaan pada

modul pcndapatan.

b) Mcnambahkan jcms transaksi

pcndapatan, input pcnenmaan

Mcngisi tanggal transaksi,

pcncrimaan

pendapatan.

'uraian, cara
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pembayaran, nomor bukti, status pendapatan.

Selain itu mengisi data pcmbayar sebagai informasi

tambahan.

c) Bendahara mcngidcntifikasi jcnis dan kodc

rekcning pendapatan.

d) Bendahara mcncatat nilai transaksi pada kolom

jumlah.

Langkah-langkah pcmbukuan saat :pcnyetoran tunai

adalah scbagai bcrikut:

a) Bcndahara mcmbuat Surat Tanda Setoran (STS)

dan melakukan penyctoran pcndapatan yang

diterimanya kc rekening bcndahara pcnerimaan

atau rckcning kas umum dacrah.

b) Bcndahara mcncatat pcnyctoran kc rckcning

bcndahara atau rckcning kas umum dacrah pada

modul pcndapatan, transaksi buku kas umum,
jcnis transaksi pcnyetoran pcndapatan. Mcngisi

tanggal transaksi, uraian, nomor bukti, rckcning

tujuan, cara pcnyctoran.

c) Bcndahara mcmilih daftar pcncnmaan

pcndapatan yang scbelumnya telah dibuat.

d) Sclanjutnya bcndahara mcnyctor uang

pendapatan kc rckcning bank bcndahara

penerimaan atau rekening kas umum daerah

e) Sctclah sctoran pcndapatan divalidasi olch bank,

bendahara mcnycrahkan bukti setor pendapatan

ke BUD c.q Bidang Pcrbcndaharaan

Langkah-langkah di alas secara otornatis mclakukan

pencatatan pada buku kas umum pcndapatan, buku

penerirnaan dan pcnyetoran bendahara pcncrirnaan,

laporan register STS.



b. Pembukuan Atas Penciapatan Dibayar Melalui

Rekening Bendahara Penerimaan SKPD

Wajib pajakjwajib retribusi dapat melakukan
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pcmbayaran melalui rekening bendahara

penerimaan SKPD. Dalam kondisi tersebut,

pcncatatan dilakukan saat bendahara penerimaan

pcmbantu mcnerima informasi dari wajib pajakjwajib

rctribusij'bank mcngcnai adanya pencnmaan

pendapatan pada rckcning bcndahara penenmaan

SKPD hingga penyctorannya.

Pencatatan dilakukan pada buku pcnerimaan dan

pcnyctoran bcndahara. Langkah-langkah dalam

mcmbukukan pcncrimaan yang ditcrima di rckcning

bank bendahara pcncrimaan SKPD adalah scbagai

bcrikut:

a) Bcndahara mcnenma pcmberitahuan dari wajib

pajak/ wajib rctribusi j bank (pembcritahuan

tcrgantung dari mckanismc yang digunakan}

mcngcnai adanya pencnmaan di rckcning

bcndahara pencrimaan.

b] Bcrdasarkan informasi tersebut (bisa berupa slip

sctoran atau bukti lain yang sah), bcndahara

melakukan vcrifikasi dan rckonsiliasi atas

pcncrimaan tcrsebut.

c) Sctelah melakukan verifikasi dan mcngctahui asal

penerimaan, bendahara mcngisi buku pencrimaan

pada modul pcndapatan.

d} Menambahkan jcms transaksi pcnerimaan

pcndapatan, input pcncnmaan pendapatan.

Mcngisi tanggal transaksi, uraian, cara

pembayaran, nomor bukti, status pendapatan.

Selain itu mcngisi data pcmbayar sebagai informasi

tambahan.

e} Bendahara mcngidentifikasi jerus dan kodc

rckening pcndapatan.

f) 13endahara mencatat nilai transaksi pada kolom

jumlah.



rekening kas urnurn daerah

pendapatan mclalui rekcning

atas penenrnaan

bank bendahara
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Langkah-langkah dalam mcrnbukukan pcnyctoran kc

pcnerirnaan adalah sebagai bcrikut:

1) Bendahara rncrnbuat Surat Tanda Setoran (S1'S)

dan melakukan pcnyctaran pcndapatan yang

ditcrimanya dengan cara transfer atau

pcrnindahbukuan sccara otomatis rnelalui rckcning

bank bendahara pcnerimaan ke rekcning kas

umum daerah

2) Bendahara mencatat pcnyctoran kc rekcning

bcndahara atau rckcning kas umum daerah pada

modul pcndapatan, transaksi buku kas umum,

jcnis transaksi pcnyctoran pcndapatan. Mcngisi

tanggal transaksi, uraian, ,nomor bukti, rckcning

tujuan, cara penyctoran.

3) Bcndahara mcrnilih daftar pcncrimaan pendapatan

yang sebclumnya tclah dibuat

Langkah-Iangkah di atas sccara otomatis mclakukan

pcncatatan pada buku kas umum pcndapatan, buku

pcncrimaan dan pcnyctoran bendahara pencrimaan,

laporan register STS

D.2.3. Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya

Bcndahra penerimaan pcmbantu SKPD menyampaikan

pcrtanggungjawaban kcpada bendahara pcncrimaan paling

lambat tanggal 5 bulan bcrikutnya. Pcrtanggungjawaban ini

berupa Buku Penerirnaan dan Pcnyctoran yang tclah

dilakukan pcnutupan pada akhir bulan, dilampiri dengan:

a. Register STSi

b. Bukti penerimaan yang sah dan lcngkap.

Pcrtanggungjawaban bcndahara pencnrnaan pembantu pada

bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 5

hari kerja scbclum hari kcrja tcrakhir bulan tcrscbut.
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Langkah-langkah dalam mcmbuat dan mcnyampaikan

pertanggungjawaban bcndahara pencrimaan pembantu

scbagai berikut:

1. Bendahara pencrimaan pcmbantu melakukan pcnutupan

Buku Pencrimaan dan Penyetoran, melakukan

perhitungan total pcnerimaan, total pcnyctoran dan sisa

kas yang dipegang olehnya.

2. Bcndahara penerimaan pembantu menyiapkan register

STS dan bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

3. Bendahara penerimaan pcmbantu menyampaikan Buku

Pcnerimaan dan Penyctoran yang telah dilakukan

pcnutupan dilampiri dengan Register STS dan bukti

pcnerimaan yang sah dan lcngkap kcpada bendahara

pcncrimaan SKPD, paling lamb at tanggal 5 bulan

bcrikutnya.

D.3. Bendahara Penerimaan PPKD

D.3.1. Penatausahaan Penerimaan PPKD

Pcncrimaan yang dikclola PPKD dapat bcrupa Pendapatan

Dana Perimbangan, Pcndapatan Lain-Lain yang Sah, dan

Pembiayaan Penerimaan. Pencrimaan-pencrimaan tcrsebut

ditcrima seeara langsung di Kas Umum Daerah.

Bcrdasarkan pcncnmaan terscbut, Bank membuat

Nota Kredit yang memuat informasi tcntang penerimaan

terscbut, baik bcrupa informasi pengiriman, jumlah rupiah

maupun kode rekening yang terkait. Bendahara penerimaan

wajib mendapatkan nota kredit tcrsebut mclalui mekanismc

yang telah ditctapkan.

D.3.2. Pembukuan Penerimaan PPKD

Bendahara Pencrimaan PPKD melakukan pencatatan

pendapatan selambat-lambatnya 1 x 24 jam setclah uang

masuk ke rekening kas umum daerah.

Pcrnbukuan Pcndapatan olch bcndahara penerimaan

PPKD menggunakan Buku Pcnerimaan Pcndapatan PPKD.

Dalam melakukan pembukuan terscbut, bend ahara
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pcnerimaan PPKD menggunakan dokumen-dokumcn

tertentu sebagai dasar pencatatan, antara lain:

1. Nota Kredit;

2. Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah.

Pembukuan Pendapatan PPKD dimulai dari saat bendahara

penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/ Kuasa

BUD mengenai adanya pencrimaan di rekcning kas umum

dacrah. Langkah-langkah pencatatannya adalah sebagai

bcrikut:

1. 13crdasarkan Nota krcdit atau Bukti Pcncrimaan Lain

yang sah, bcndahara pcncrimaan PPKD rncngisi buku

kas umum pcndapatan PPKD pada modul

pendapatan.

2. Mcnambahkan jcnis transaksi pcnerimaan pcndapatan ,

input penenmaan pcndapatan. Mcngisi tanggal

transaksi, uraian, cara pcmbayaran, nomor bukti,

status pendapatan. Sclain itu mcngisi data pembayar

scbagai informasi tambahan.

3. Kemudian bcndahara pcncnmaan PPKD

mcngidcntifikasi jcnis dan kodc rckcning pcndapatan.

4. Bcndahara pcnerimaan PPKD mencatat nilai transaksi

pacta kolom jumlah.

5. Sclanjutnya, bend ahara mcmbukukan pcnyctoran

pcndapatan. Dcngan menambahkan jenis transaksi

pcnyctoran pendapatan. Mengisi tanggal transaksi,

uraian, nomor bukti, rckening tujuan, cara penyctoran.

6. Kemudian bcndahara pcncnmaan PPKD mcmilih

transaksi pencrimaan pendapatan yang sebelumnya

telah dilakukan.

Format Buku Penerimaan PPKD scbagaimana tcrcantum

dalam Lampiran pcraturan ini.

Bendahara penenmaan PPKD mempcrtanggungjawabkan

pcngclolaan uang yang mcnjadi tanggungjawabnya kepada

PPKD paling lambat tanggal 1.0 bulan bcrikutnya.

Pertanggungjawaban tcrscbut berupa Buku Penerimaan
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PPKD yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan,

dilampiri dengan bukti-bukti pcndukung yang sah dan

lcngkap.

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian

pcrtanggungjawaban bendahara pencrimaan PPKD adalah

sebagai bcrikut:

1. Bcndahara pcncrimaan PPKD melakukan penutupan

Buku Penerimaan PPKD dan melakukan rekapitulasi

pcrhitungan.

2. Bcndahara pencrimaan PPKD mcnyiapkan register STS

dan bukti- bukti pcnerimaan yang sah dan lcngkap.

3. Bcndahara pcncrimaan PPKD mcnyampaikan Buku

Pcnerimaan PPKD yang telah dilakukan pcnutupan

dilampiri dcngan bukti pcncrimaan yang sah dan lengkap

kcpada PPKD, paling lambat tanggal 10 bulan bcrikutnya.

0.4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

Satuan Kerja Perangkat Oaerab

0.4.1. Benc;laharaPengeluaran SKPO

Bcndahara pcngcluaran SKPD bertugas untuk mencnma,

mcnyimpan, mcmbayarkan, mcnatausahakan dan

mcmpcrtanggungjawabkan pcngcluaran uang dalam rangka

pclaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara pcngeluaran

SKPD mcrnpunyai wewcnang sebagai bcrikut:

1. Mcngajukan pcrmintaan pembayaran menggunakan SPP-

UPjSPP-GUjSPP-TU dan SPP LS.

2. Mcncrima dan mcnyirnpan uang perscdiaan.

3. Mclaksanakan pcmbayaran dari uang pcrscdiaan yang

dikclolanya.

4. Mcnolak perintah bayar dari Pcngguna Anggaranj Kuasa

Pcngguna Anggaran yang tidak scsuai dcngan kctcn tuan

pcraturan pcrundang-undangan.

5. Mcncliti kelengkapan dokumcn pendukung SPP-LS yang

disampaikan oleh Pejabat Pelaksana Tcknis

Kcgiatan/Pejabat Pembuat Komitmcn.
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6. Mengcmbalikan dokumen pcndukung SPP-LS yang

disampaikan olch Pcjabat Pelaksaria Tcknis

KegiatanjPejabat Pcmbuat Komitmcn , apabila dokumcn

tcrsebut tidak mcmenuhi syarat danj atau tidak lcngkap.

1, Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Bcndahara pcngeluaran mcngajukan Surat Permin taan

Pcmbayaran (SPP) dalam rangka melaksanakan bclanja,

Dalam hal im bcndahara pcngcluaran mcnyusun

dokumcn SPP yang dapat bcrupa:

a) Uang Pcrsediaan (UP)

b) Ganti Uang (GU)

c) Ganti Uang Nihil (GU-Nihil)

d) Tarnbah Uang (TU)

c) Tambah Uang Nihil (TU-Nihil)

f) Langsung (LS)

- LS untuk pembayaran Gaji & Tunjangan

- LS un tuk pengadaan Barang dan .Jasa

- LS untuk pembayaran Honorarium ASN

Disamping mcmbuat SPl' Bcndahara Pcngc1uaran juga

membuat register urituk SPP yang diajukan, SPM dan

SP2D yang sudah ditcrima oleh bcndahara.

Format SPP-UPjSPP-GU jSPP-TU jSPP-LSjSPP-TU

NihiljSPP-GU Nihil scbagaimana tercantum dalam

Lampiran peraturan ini.

a. SPP uang persediaan (UP)

Bcndahara pengeluaran mengajukan SPP

Persediaan (UP) sctiap awal tahun anggaran

dikeluarkannya Peraturan Bupati len tang besaran

Uang

sctelah

uang perscdiaan yang mcnycsuaikan dcngan APBD

sctiap tahunnya. SPP-UP dipcrgunakan untuk

mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD. Pengajuan

UP hanya dilakukan sckali dalam setahun tanpa

pembebanan pada kodc rckcning tcrtcntu.



d) Rincian Rcncana Pcnggunaan

Bendahara.

c) Salinan SPD.

f)

SPP-UP dari
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Bendahara mempersiapkan dokumcn-dokumcn yang

diperlukan scbagai lampiran dalam pcngajuan SP1'-

UP. Lampiran tcrsebut an tara lain:

a) Surat Pengantar SPP dari Bendahara Pcngeluaran.

b) Surat Pcrnyataan Pengajuan SPP dari Pengguna

Anggaran.

c) Ringkasan SPP dari Bcndahara.

Lampiran lainnya jika yang dipcrlukan: Salinan

Perbup UP, Sural Rckomendasi Pencrbitan SP2D

dari bidang Perbcndaharaan dan Bidang Asct

Dacrah.

Formal lampiran-lampiran SPP-UP di atas tcrcantum

dalam lampiran pcraturan ini.

Bendahara Pcngcluaran SKPD dapat melimpahkan

sebagian uang pcrscdiaan yang dikelolanya kcpada

bcndahara pcngeluaran pcmbantu SKPD untuk

kelancaran pclaksanaan kcgiatan.

tcrsebut dilakukan bcrdasarkan

Pcngguna Anggaran.

Pelimpahan

pcrsctu juan

b. SPP uang persediaan (GU)

Pada saat uang pcrsediaan telah terpakai bendahara

pengeluaran dapat mengajukan SPP Ganti Uang

Perscdiaan (GU) dengan bcsaran sejumlah SP,]

pcnggunaan uang persediaan yang telah disahkan

pada periode waktu tertentu. SPP-GU tcrscbut dapat

disampaikan untuk satu

bcbcrapa kcgiatan scsuai

ada.

Bendahara mcmpersiapkan dokumcn-dokumcn yang

kcgiatan tertentu atau

dengan kebutuhan yang

dipcrlukan sebagai lampiran dalam pcngajuan SPP

GU, yaitu :

1) Surat Pcngantar SPP-GUdari Bcndahara.



2) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU

Pengguna Anggaran.

3) Ringkasan SPP-GU dari Bendahara.

4) Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-GU dari

dari
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Bendahara.

5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari

Pengguna Anggaran.

6) Salinan SPD.

7) Lampiran lainnya jika yang diperlukan: Surat

Rckomcndasi Pcncrbitan SP2D dari bidang

Pcrbcndaharaan dan Bidang Asct Dacrah.

Format lampiran SPP-GU di atas tcrcantum dalam

lampiran peraturan ini.

c. SPP Tambah Uang (TU,

Apabila tcrdapat kcbutuhan bclanja yang sifatnya

mcndesak, yang harus dikelola oleh bcndahara

pcngeluaran, dan uang persediaan tidak mcncukupi

karena sudah dircncanakan untuk kcgiatan yang lain,

maka bendahara pengeluaran dapat mcngajukan SPP-

TU. Batas jumlah pcngajuan SPP-TU harus mendapat

pcrsctujuan dari PPKD dcngan mcmpcrhatikan rincian

kebutuhan dan waktu penggunaan . .Jurnlah dana yang

dimintakan dalam SPP-TU In1 harus

dipcrtanggungjawabkan terscndiri dan bila tidak

habis, harus disctorkan kembali.

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis

digunakan dalam 30 (tiga puluh) hari, maka sisa

tambahan uang disetor ke rckening kas umum daerah.

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan

uang persediaan dikecualikan untuk:

1) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 30 (tiga

puluh) hari;

2) kcgiatan yang mcngalami pcnundaan dari

jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan

olch pcristiwa di luar kendali PAjKPA;

I
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Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumcn yang

diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-

TV. Lampiran tersebut an tara lain:

1) Surat Pengantar SPP-TU dari Bendahara.

2) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU dari

Pengguna Anggaran.

3) Ringkasan SPP-TV dari Bendahara.

4) Rincian Rencana Penggunaan

Bendahara.

5) Lampiran lainnya jika yang diperlukan: Surat

Dana dari

Rekomendasi Pcncrbitan SP2D dari bidang

Perbendaharaan dan Bidang Aset Daerah.

Format lampiran SPP-TU di atas tcrcantum dalam

lampiran pcraturan ini.

d. SPP uang persediaan (LS)

SPP-LS yang dipergunakan untuk pembayaran

langsung pada pihak kctiga Zpcnerima hak lainnya

atas dasar perjanjian kerja, surat kcputusan, surat

tugas atau surat pcrintah kcrja lainnya dengan jumlah

yang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dike]ompokkan

mcnjadi:

1) SPP-LS untuk pcmbayaran Gaji dan Tunjangan.

2) SPP-LS untuk pcngadaan Barang dan Jasa.

3) SPP-LS untuk Honorarium ASN.

Bcndahara mempcrsiapkan dokurncn-dokumen yang

dipcrlukan scbagai lampiran dalam pcngajuan SPP-LS.

Lampiran terse but antara lain:

Untuk SPP-LS Gaji dan Tunjangan

1) Surat Pengantar dari Bendahara.

2) Surat Pcrriyataan Pcngajuan SPP-LS Gaji dari

Pcngguna Anggaran.

3) Ringkasan SPP-LS Gaji dad Bcndahara.

4) Rincian Rcncana Penggunaan Dana dari

Bcndahara.
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5) Surat Pernyataan Tanggung .Iawab Belanja dari

Pcngguna Anggaran.

6) Dokumen-dokumen pelcngkap SPP-LS Gaji.

Format lampiran-lampiran SPP-LS di atas tcrcantum

dalam lampiran peraturan ini.

Untuk SPP-LS Honorarium ASN

1) Surat Pcnganlar SPP-LS Honorarium.

2) Surat Pcrnyataan Pcngajuan SPP-LS Honorarium.

3) Ringkasan SPP-LS Honorarium dari Bcndahara.

4) Rincian Rcncana Pcnggunaan Dana.

5) Surat Pcmyataan Tanggung .Jawab Bclanja.

6) Dokumcn pclcngkap SPP-LS Honorarium ASN.

Daftar Rincian pcncrima honorarium ASN, id-

billing, salinan Surat Kcputusan pcncnma

honorarium.

Formal lampiran-lampiran SPP-LS di atas tcrcantum

dalam lampiran pcraturan ini.

Untuk SPP-LS Barangl Jasa

1) Surat Pcngantar dari Bendahara Pcngcluaran dan

PPTK.

2) Surat Pernyataan Pcngajuan SPP-LS barang/jasa

dari Pcngguna Anggaran.

3) Ringkasan SPP-LS Barang/.Jasa dari Bcndahara

Pengeluaran dan PPTK.

4) Rincian Rcncana Penggunaan Dana dari

Bcndahara dan PIYfK.

5) Surat Pcrnyataan Tanggung jawab Belanja SPP-LS

barangj jasa dari Pcngguna Anggaran.

6) Salin an SPD.

7) Mc1ampirkan dokumcn-dokumcn tcrkait kcgiatan

(disiapkan oleh PPKjPIYfK)yang tcrdiri atas :
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Pembayaran SPP-LS Uang Muka:

a.Td-billing dan /atau Faktur Pajak, PPh pasal

22 dan PPN.

b. Mcnunjukkan 1 (satu) set Zbcndel kontrak.

c. Bcrita Acara Pcmbayaran yang terdapat. pada

aplikasi Sistem Pengadaan Sccara Elcktronik.

d. Copy Surat .Jaminan Uang Muka.

c. Nomor Rekening penyedia.

Pembayaran SPP-LS atas prestasi pekerjaan

(termyn/MC/angsuran) mencakup :

a.Id-billing dany atau Faktur Pajak, PPh pasal

22 dan PPN.

b. Mcnunjukkan 1 (satu) sct/bcndel kontrak.

c. Berita Acara Pcmbayaran yang tcrdapat pada

aplikasi Sistcrn Pcngadaan Sccara Elektronik,

d. Laporarr/Iampiran bcsarnya proscntasc

pckcrjaan/ Monthly Certificate (MC).

c. Salinan pcmbayaran .Jamsostck/Bl'clx untuk

jasa konstruksi.

f. Nomor Rckening pcnycdia.

Pembayaran SPP-LS Pekerjaan selesai 100%

mencakup:

a.Td-billing dan / atau Faktur Pajak, PPh pasal

22 dan PPN

b. Mcnunjukkan 1 (satu) set /bcndel kontrak

e. Berita Acara Pembayaran yang tcrdapat pada

aplikasi Sistem Pengadaan Sceara Elcktronik

d. Salinan pembayaran .Jamsostek/ BPJS untuk

jasa konstruksi

e. Salinan .Jarninan Pemeliharaan untuk jasa

konstruksi

f. Bukti setor denda ketcrlambatan apabila

pckerjaan mengalami kctcrlambatan

g. Nomor Rckcning Pcnycdia ,
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Pembayaran SPPMLSPengadaan BarangLJasa

dengan jenis kontrak berupa kwitansi

(dibawah Rp. 50.000.000,00) mencakup :

a. Id-billing dan/ atau Faktur Pajak, PPh pas a]

22 dan PPN.

b. Bukti pembcliarr/Pembayaran untuk

pengadaan barangfjasa lainnya sctinggi-

tingginya bcrnilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh

juta rupiah). Kwitansi untuk pengadaan

barang/jasa lainnya sctinggi-tingginya bcrnilai

Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c. Nomor Rckcning Penycdia.

Pembayaran SPP-LS Pengadaan tanah

mencakup:

a. Bcrita Acara Pcmbebasan Tanah yang dibual

oleh Panitia Pengadaan tanah.

b. Id-billing PPh Final untuk pcngadaan tanah

dengan nilai diatas Rp. 60.000.000,00

c. Kwitansi bermctcrai yang

pihak ketiga, Bendahara

ditandatangani

Pengeluaran I
Bcndahara Pengeluaran Pcmbantu dan PPTK

atas nama Pengguna Anggararr/Kuasa

Pengguna Anggaran.

d. Persctujuan Panitia Pcngadaan Tanah.

e. Salinan bukti kepemilikan.

f. Pcrnyataan dari Pcnjual bahwa tanah tcrsebut

tidak dalam scngketa dan tidak sedang dalam

agunan.

g. Pelepasarr/ penyerahan hak atas tanab /ukta

jual beli dihadapan PPAT.

Pengadaan Hibah berupa Barang

a. Id-billing darij'atau Faktur Pajak, PPh pasal

22 dan PPN.

b. Menunjukkan 1 (satu) ser/bcndcl kontrak.
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c. Berita Acara Pembayaran yang terdapat pada

aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik,

d. Naskah Perjanjian Hibah Dacrah (NPHD).

e. Surat Keputusan Bupati tentang Hibah.

f. Berita Acara Pcrtimbangan Tim Anggaran

Pemerintah Daerah.

2) Pembukuan SP2D

Pembukuan pcnenmaan SP2D UP/GU/TUjLSjGU-

NIHIL/TU-NIHIL mcrupakan proses pcncatatan transaksi

pcncrimaan SP2D ke dalam BKU dan Buku pembantu

yang terkait. Proses pembukuan dilakukan kctika

bendahara pengeluaran menerima SP2D dari BUDj Kuasa

BUD. Pcncatatan dilakukan scbcsar jumlah yang

tcrcantum di 8P2D scbagai "pcnerimaan 8P2D" di :

1. BKU pad a kolom pencnmaan dan / atau kolom

pcngcluaran.

2. Buku Pembantu Sirnpanan/Bank pada kolorn

penenmaan.

Langkah-langkah yang dilakukan bend ahara pcngcluran

dalam melakukan pembukuan belanja adalah:

1. Tarnbahkan transaksi Pcncrimaan SP2D/ SP2D-UP, di

modul Bclanja, menu pembukuan belanja, sub menu

BKU Bclanja.

2. Jika memilih penenrnaan SP2D UP, maka mengisi

data yang wajib diisi pada bagian Buku Kas Umum

dan Rincian Transaksi Kas. Jika mcrnilih transaksi

penenmaan SP2D, maka contreng/centang Nomor

SP2D kemudian simpan.

3. Jika SKPD memiliki Kuasa Pengguna Anggaran, maka

sctelah mclakukan pencnmaan SP2D-UP harus

mclimpahkan Uang Pcrscdiaan kcpada Kuasa

Pcngguna Anggaran. Kuasa Pcngguna Anggaran

mclakukan pcnerimaan pelimpahan Uang Persediaan

dari unit indukj SKPD.
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3) Pembukuan Belanja/Bukti Belanja

Pelaksanaan belanja yang dilakukan pada suatu kegiatan

wajib dipertanggungjawabkan oleh PPTK secara tcpat

waktu. Dalam mempertanggungjawabkan pe1aksanaan

belanja tersebut, PPTK harus mclampirkan dokumcn-

dokumen pendukung penggunaan anggaran dalam

pelaksanaan kegiatan tersebut. Dokumen penggunaan

anggaran diberikan kepada bcndahara pengeluaran

sebagai dasar bagi bcndahara pengeluaran untuk

mcmbuat Surat Pcrtanggungjawaban (SI\J).

Bcndahara Pengeluaran bcrdasarkan dokumcn yang

diberikan oleh PPTK, mencatat pc1aksanaan bclanja

dalam:

1. Buku Kas Umurn Pcngcluaran.

2. Buku Pcmbantu Pengcluaran Per Rincian Obyck.

3. Buku Pcmbantu Kas Tunai.

4. Buku Pernbantu Simpanan/ Bank.

5. Buku Pembantu Pajak.

Dokumcn-dokumen yang digunakan scbagai dasar dalam

mc1akukan pcmbukuan adalah :

1. Bukti transaksi belanja yang sah dan lcngkap.

2. Dckumen-dokumcn pcndukung lainnya scbagaimana

diatur dalam peraturan yang bcrlaku.

Pcjabat Pclaksana Tcknis Kcgiatan atau Bendahara

Penge1uaran dilarang mcmpertanggungjawabkan bukti

transaksi bclanja, dokumcn pendukung lainnya yang

sarna lebih dari satu kali dan Bendahara Pengcluaran

berhak untuk menolak pembayaran atas bukti transaksi

bclanja atau dokumen-dokumen pendukung lainnya

tcrsebut.

Bcndahara Pcngcluaran melakukan pcncatatan atas

pcngeluaran kas bcrdasarkan bukti-bukti pcngcluaran

yang sah bcserta perhitunganf pembayaran pajaknya yang

discrahkan olch Pcjabat Pcmbuat Komitmcn atau Pcjabat

....
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Pelaksana Teknis Kcgiatan. Beridahara mcncatat

pcngeluaran kas ketika kondisi lunas bayar, dimana

bendahara telah melakukan pcmcriksaan kebenaran bukti

pcngeluaran beserta bukti pendukung lainnya, scrta

ketersediaan dana, dan bcndahara melakukan

pembayaran atas bukti tcrsebut kepada pihak

kctiga/ pclaksana/ pcnanggungjawab sccara tunai atau

non-tunai.

Langkah-Iangkah yang dilakukan bendahara pcngcluran

dalam melakukan pcmbukuan bclanja adalah:

1. Memilih transaksi bclanja, di modul Bclanja, menu

pcmbukuan bclanja, sub menu BKU Bclanja,

2. Pada bagian Buku Kas Umurn, Bendahara harus

meneatat tanggal lunas bayar sebagai tanggal

pcmbukuan, mengisi uraian transaksi seeara singkat

dan informatif, mcngisi nomor bukti transaksi, dan

tanggal transaksi.

3. Pada bagian detail transaksi-I jcnis SPJ harus dipilih

yaitu UP/GU atau TU, rnemilih DPA yang scsuai

dcngan bukti bclanjanya, rnctodc pcmbayaran dapat

dipilih tunai atau transfer (non-tunal), dan mcngisi

pcncrima pembayaran tcrscbut.

4. Pada bagian rincian transaksi, Bendahara rncngisikan

jurnlah sesuai dcngan uang yang dikcluarkan untuk

masing-rnasing mata anggaran kegiatan (MAK).Sclain

itu, Rineian Pajak juga diisi sesuai dengan bukti sctor

pajak bcserta Nomor Tanda Bukti Pcncrirnaan (NTPN)

Bendahara berhak mcnolak mclakukan

pcmbayaran Zpcngeluaran kas jika diternukan bukti

pcngcluaran kas / dokumcn pcndukung lainnya tcrbukti

telah dipertanggungjawabkan scbelumnya.

4) Pembukuan Pergeseran Uang

Bendahara pcngcluaran dapat meneairkan UP/ GUITU

yang tcrdapat di bank kc kas tunai scsuai dengan
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kcbutuhan pada hari itu. Penarikan ini dimaksudkan

untuk pembayaran secara tunai kepada pihak

ketiga/ pelaksana/ pcnanggungjawab bclanja. Pencatatan

dilakukan sebesar jumlah yang dicairkan Zdigcscr

sebagai "pergeseran uang" berikut ini :

1. Mengisi tanggal pcmbukuan, yaitu: tanggal dimana

bcndahara melakukan pergeseran J mutasi uang.

2. Mcngisi uraian transaksi, yaitu: informasi tckait

transaksi sccara singkatdan informatif.

3. Mengisi .Jumlah yaitu: jumlah uang yang dilakukan

pergeseran.

4. Mengisi Nomor Bukti, yaitu nomor bukti pcrgeseran

uang.

5. Memilih jenis pergescran, an tara bank ke tunai atau

tunai ke bank.

5) Pembukuan Penerimaan/Penyetoran Potongan Pajak

Bcndahara pcngeluaran dapat mcncatat pcncnmaan

pajak diluar transaksi bclanja. Transaksi pcncnmaan

pajak mi mcrupakan kcwajiban bcndahara untuk

mclakukan pungutan atas pajak ncgara, seperti PPN dan

PPh. Langkah-langkah yang dilakukan bendahara adalah

sebagai bcrikut :

L Mcmilih jcnis transaksi pcncrimaan potongan pajak

yang berada di modul belanja, menu pembukuan

belanja, BKU bclanja. Transaksi ini sebagai bukti

pungut oleh bendahara kepada wajib pajak

2. Tambahkan transaksi dengan melerigkapi isian pada

bagian Buku Kas Umum, bagian detail transaksi,

bagian rincian pajak

3. Bendahara mclanjutkan kc

pembayararr/ setoran potongan pajak

pcncatatan

Pencatatan penyctoran potongan pajak dilakukan sctclah

transaksi pcnerimaan potongan pajak telah dilaksanakan.

Transaksi pcnyctoran potongan pajak ini atas kcwajiban

bend ahara untuk mclakukan penyetoran alas pajak
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ncgara, scpcrti PPN dan PPh. Langkah-langkah yang

dilakukan bendahara adalah scbagai bcrikut:

1. Memilih jenis transaksi pembayaran potongan pajak

yang berada di modul belanja, menu pembukuan

belanja, BKU belanja. Transaksi ini scbagai bukti setor

pajak oleh bend ahara

2. Tambahkan transaksi dengan melengkapi isian pada

bagian Buku Kas Umum, bagian detail transaksi,

bagian rincian pajak

6) Pembukuan Penerimaan/Penyetoran Sisa Belanja

.Jika ditcmukan kclcbihan pencairan kas baik sccara

mandiri olch bendahara alaupun olch Aparat Pcngawasan

Internal Pemerintah (APIP) dan pcrtanggungjawabannya

tclah dilakukan, maka bcndahara dapat mengcmbalikan

kclcbihan tcrsebut ke Rekening Kas Umum Dacrah

(RKUD). Pcrtanggungjawaban dalam hal ini ditandai

dcngan tcrbitnya SP2D-GU berikutnya alau SP2D-LS atau

SP2D-TU-NIHIL. Pcngcmbalian sisa belanja pada tahun

anggaran berkenaan (CP) akan mcngurangi rcalisasi.

Scdangkan, pcngcmbalian srsa bclanja atas tahun

anggaran scbclumnya (PB) diakui scbagai pcndapatan ,

Langkah - langkah yang dilakukan olch bcndahara untuk

mcngcmbalikan sisa bclanja atas tahun anggaran

berkcnaan adalah scbagai bcrikut :

1. Mcmilih transaksi pcnerimaan srsa belanja yang

berada di modul belanja, menu pcmbukuan bclanja,

sub menu BKUBelanja. Transaksi ini bcrtujuan untuk

mcmbuat bukti pcncrimaan uang oleh bendahara

kcpada pihak kctiga/ pelaksarra/ pptk

2. Tambahkan transaksi penerimaan sisa belanja dcngan

melcngkapi isian pada Buku Kas Umum, Rincian

Transaksi Kas, Rincian Transaksi.

3. Memilih transaksi penyetoran sisa belanja yang

berada di modul belanja, menu pembukuan belanja,

sub menu BKUBclanja. Transaksi ini bertujuan untuk
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membuat bukti penyetoran uang oleh bendahara ke

Rekening Kas Umum Bendahara.

4. Tambahkan transaksi pcnyetoran sisa belanja dengan

melengkapi isian pada Buku Kas Umum, Rincian

Transaksi Kas, Rincian Transaksi. Dalam pengisian

rincian transaksi kas yang pcrlu diperhatikan adalah

pcmilihan SP2D. Khusus untuk pertanggungjawaban

Tambah Uang (TU), SP2D yang dipilih adalah SP2D-

TU-NIHIL-nya.

7) Pembukuan Setoran Sisa. Uang Persediaan

Pada akhir masa anggaran, bendahara wajib mcnghitung

sisa uang pcrscdiaan yang tidak dapat di

pcrtanggungjwabkan. Sisa kasj uang ini dikembalikan

langsung ke Rekcning Kas Umum Dacrah, baik sccara

tunai atau non tunai. Langkah - langkahnya adalah

scbagai berikut:

1. Mcmilih transaksi Penyetoran Sisa Uang Pcrscdiaan

yang berada di modul belanja, menu pcmbukuan

bclanja, sub menu BKU Belanja.

2. Tambahkan transaksi penyetoran srsa uang

pcrsediaan dan isi data wajib di bagian Buku Kas

Umum dan Rincian Transaksi kas

8) Pembukuan Koreksi Pembebanan Belanja

Dalam hal bendahara atau Pcjabat Penatausahaan

Keuangan menemukan kesalahan dalam pembebanan

at as rckening bclanjaj mata anggaran kcgiatan (MAK),

maka bendahara dapat mengusulkan koreksi atas

pcmbebanan terscbut. Koreksi ini dimaksudkan untuk

mcrubah pcmbebanan atas satu rekening belanja (MAK)

kc rckening belanja (MAK) lainnya. Berikut langkah-

langkah yang dilakukan :

1. SKPl) mclakukan pcrmohonan tertulis kcpada BUD

agar melakukan korcksi pembebanan belanja/ koreksi

SP2D.

2. SKPD membuat usulan koreksi sp2d, yang tcrdapat di

modul belanja, menu SP2D sub menu koreksi SP2J).
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3. Tambahkan transaksi dengan memilih sp2d yang akan

dikoreksi, mengisi nomor surat, tanggal surat dan

alasan koreksi.

4. Menambahkan transaksi Pcnerimaan Koreksi SP2D,

yang berada di modul belanja, menu pembukuan

belanja, sub menu BKUbelanja.

5. Mengisi data yang ada di bagian Buku Kas Umum,

Detail Transaksi Koreksi, Rincian Transaksi.

6. Mcnambahkan transaksi Belanja, yang bcrada di

modul belanja, menu pembukuan bclanja, sub menu

BKUbclanja.

7. Melengkapi data isian belanja dan memilih jcnis SPJ

koreksi belanja.

9) Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya

Bcndahara pcngcluaran wajib menyampaikan pcrtanggung-

jawaban atas pengelolaan uang yang tcrdapat dalam

kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut tcrdiri atas:

• pcrtanggungjawaban penggunaan UP

• pertanggungjawaban penggunaan TU

• perlanggungjawaban administratif

• pcrtanggungjawaban fungsional

1. Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan

Bendahara pengeluaran melakukan pcrtanggungjawaban

pcnggunaan uang pcrscdiaan setiap akan mcngajukan

GU. Dalam mclakukan pcrtanggungjawaban tcrscbut

dokumen yang disampaikan adalah Laporan

Pcrtanggungjawaban Uang Pcrscdiaan dan dilampiri

dcngan bukti-bukti bclanja yang sah.

Langkah-Iangkah dalam membuat pcrtanggungjawaban

uang pcrscdiaan adalah scbagai bcrikut:

• Mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas bclanja

yang menggunakan uang pcrscdiaan tcrmasuk bukti-

bukti yang dikumpulkan oleh bcndahara pengeluaran

pcmban tu, jika ada sebagian uang persediaan yang
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sebelumnya dilimpahkan kepada bendahara

pengeluaran pemban tu .

• Berdasarkan bukti-bukti yang sah tersebut

bcndahara pengcluaran merekapitulasi bclanja

kedalam Laporan Pertanggungjawaban Uang

Pcrsediaan sesuai dengan program dan kegiatannya

masing-masing.

• Laporan Pcrtanggungjawaban Uang Pcrscdiaan

tcrscbut dijadikan lampiran pcngajuan SPP-GU.

2. Pertanggungjawaban Penggunaan Tambah Uang (TU)

Bcndahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban

pcnggunaan TU apabila TU yang dikelolanya telah

habis / sclcsai digunakan untuk mcmbiayai suatu

kcgiatan atau tclah sampai pada waktu yang ditcntukan

scjak TU ditcrima.

Dalam melakukan pertanggungjawaban tcrsebut

dokumcn yang disampaikan

Tambahan

adalah Laporan

Uang Perscdiaan.Pertanggungjawaban

Dokurncn ini dilampirkan dcngan bukti-bukti bclanja

yang sah dan lengkap.

Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban

TU adalah sebagai bcrikut:

• Bcndahara pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti

belanja yang sah atas penggunaan tambahan uang

pcrscdiaan.

• Apabila tcrdapat TU yang tidak digunakan bcndahara

pcngeluaran mclakukan sctoran kc Kas Urnurn

Dacrah. Surat Tanda Setoran alas pcnyctoran itu

dilampirkan scbagai lampiran laporan

pcrlanggungjawaban TV.

• Bcrdasarkan bukti-bukti bclanja yang sah dan

lengkap terscbut dan bukti pcnyctoran sisa

tambahan uang persediaan (apabila tambahan uang

pcrsediaan mclebihi bclanja yang dilakukan)

bcndahara pengeluaran mcrekapitulasi bclanja

I
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kedalam Laporan Pertanggung-jawaban Tambahan

Uang Persediaan sesuai dengan program dan

kegiatannya yang dicantumkan pada awal pcngajuan

TO.

• Laporan pertanggungjawaban tcrsebut kemudian

diberikan kepada Pcngguna Anggaran melalui PPK

SKPD.

• PPK SKPD kcmudian mclakukan verifikasi alas

pertanggung-jawaban yang dilakukan oleh bendahara

pengeluaran.

Pcngguna Anggaran kemudian

laporan pcrtanggungjawaban TO

menandatangani

scbagai bcntuk
•

pcngesahan.

3. Pertanggungjawaban Administratif

Pertanggungjawaban administratif dibuat olch bend ahara

pcngeluaran dan disampaikan kcpada Pejabat Pcngguna

Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pertanggungjawaban administratif tersebut berupa Surat

Pcrtanggungjawaban (SPJ) yang mcnggambarkan jumlah

anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik sccara

kumulatif maupun per kcgiatan. SP.) ini merupakan

penggabungan dengan SPJ Bcndahara Pengcluaran

Pembantu.

Pertanggungjawaban administratif bcrupa SPJ dilampiri

dcngan:

• Buku Kas Umum

• Laporan Pcnutupan Kas

• SPJ Bcndahara Pcngeluaran Pembantu

Pcrtanggungjawaban administratif pada bulan terakhir

tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kcrja

terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tcrscbut

harus dilampiri bukti sctoran sisa uang persediaan.

Langkah-langkah dalam mcmbuat dan menyampaikan

SP.j bendahara pcngcluaran adalah sebagai bcrikut :
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• Bendahara pcngcluaran mcnyiapkan laporan

pcnutupan kas.

• Bendahara pcngcluaran mclakukan rekapitulasi

jumlah-jumlah bclanja dan item terkait lainnya

bcrdasarkan BKU dan buku pcmbantu BKU lainnya

scrta khususnya Buku Pcrnbantu Rincian Obyck

untuk mendapatkan nilai bclanja per rincian obyck.

• Bcndahara pcngeluaran menggabungkan hasil

rckapitulasi tcrsebut dcngan hasil yang ada di SP,J

Bcndahara pcngcluaran pcmbantu,

• Berdasarkan rckapitulasi dan pcnggabungan itu,

bendahara pcngeluaran membuat SPJ atas

pengclolaan uang yang mcnjadi tanggungjawabnya.

• Dokumcn SPJ bcserta BKU, laporan penutupan kas

dan SPJ bcndahara pcngeluaran pembantu

kemudian diberikan ke PPK SKPD untuk dilakukan

vcrifikasi.

• Sctclah mcndapatkan verifikasi, Pengguna Anggaran

mcnandatangani sebagai bcntuk pcngcsahan.

4. Pertanggungjawaban Fungsional

Pcrtanggungjawaban fungsional dibuat olch bendahara

pengcluaran dan disampaikan kcpada PPKD sclaku BUD

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pcrtanggungjawaban fungsional tcrscbut bcrupa Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) yang mcrupakan

pcnggabungan dengan SP,J Bcndahara Pcngcluaran

Pcmbantu. SPJ tcrscbut dilampiri dengan:

• Laporan Pcnutupan Kas

• SP,J Bcndahara Pcngcluaran Pcmbantu

Pcrtanggungjawaban fungsional pada bulan tcrakhir

tahun anggaran disarnpaikan paling lambat hari kcrja

terakhir bulan tcrsebut. Pcrtanggungjawaban tcrscbut

dilampiri bukti sctoran sisa uang pcrsediaan.

,



51

Dalarn melakukan vcrifikasi atas laporan

pertanggungjawaban yang disampaikan kepada PPKD,

PPK-SKPDberkewajiban:

1. Meneliti kelengkapan dokumen laporan

pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti

pengeluaran yang dilampirkan;

2. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran

perincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per

rincian obyek;

3. Menghitung pcngenaan PPN/ PPh atas beban

pengcluaran per Rincian obyek;

4. Mcnguji kebcnaran scsuai dcngan SPM dan SP2D

yang diterbitkan pcriodc sebclumnya dan;

5. Menyimpan atau mcngarsip dokumcn Surat

Permintaan Pembayaran (SPP) bcscrta dokumcn

pendukungnya scs'uai dcngan kctentuan yang

berlaku untuk kclcngkapan administrasi dan

keperluan pcmcriksaan aparat pengawas internal

pcmcrintah.

Dalam rangka cfcktifitas pelaksanaan

pertanggungjawaban SP,J, PPKD sclaku BUD mclakukan

pcngawasan atas pcngajuan SPP Nihil dan pada akhir

tahun ( tanggal 26 sd 30 Desember ) melaksanakan

monitoring pengajuan SPP/ SPM Nihil terhadap seluruh

SKPD.

Dalam rangka mengantisipasi adanya sisa kas di

bendahara pcnge1uaran SKPD, pcngaj uan SPP/ SPM Nihil

paling lambat tanggal 30 Dcsember tahun berkenaan, dan

apabila sampai batas waktu bendahara pengeluaran SKPD

belum mengajukan SPP/ SPM Nihil, maka sisa kas di

bcndahara pengeluaran akan dianggap sebagai SP'},

sehingga Saldo Kas di Bendahara Pengcluaran yang tcrsaji

di Ncraca SKPO per 31 Dcscmbcr adalah NOL.
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D.4.2. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD

1) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Pcngajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang

dilakukan bendahara pcngeluaran pembantu meliputi :

a. Tambah Uang (TU)

b. Langsung (LS)Barang dan Jasa

Bendahara pengeluaran pembantu hanya bisa mcngajukan

spp TU dan SPP LS pengadaan Barang dan .Jasa karcna

untuk UP/ GU dan LS gaji hanya bolch dilakukan oleh

bend ahara pcnge1uaran. Disarnping membuat Spp

bendahara pengeluaran pembantu juga membuat register

untuk SPP yang diajukan, SPM dan SP2D yang sudah

diterima oleh bendahara pcngcluaran pcmbantu.

a. SPP Tambah Uang (TU)

Apabila terdapat kcbutuhan bclanja yang sifatnya

mendesak, yang harus dikelola oleh bcndahara

pcngeluaran pembantu, dan uang pcrsediaan tidak

mcncukupi karena sudah dircncanakan untuk kcgiatan

yang lain, maka bend ahara pcngcluaran pembantu

dapat mcngajukan SPP-TU. Batas jumlah pengajuan

.:SPP-TU harus mcndapat pcrsctujuan dari PPKD dcngan

memperhatikan rmcian kcbutuhan dan waktu

penggunaan. Jurnlah dana yang dimintakan dalam

spp- TU ini harus dipertanggungjawabkan tersendiri.

Dalam hal dana tarnbahan uang (TU) tidak habis

digunakan dalarn 30 (tiga puluh) hari, rnaka sisa

tambahan uang disctor ke rekcning kas umurn dacrah.

Kctcntuan batas waktu pcnyetoran sisa tarnbahan uang

perscdiaan dikecualikan untuk:

1) kegiatan yang pclaksanaannya melebihi 30 (tiga

puluh] hari:

2) kegiatan yang mcngalami pcnundaan dari jadwal

yang tclah ditetapkan yang diakibatkan oleh

pcristiwa di luar kendali Kuasa Pcngguna Anggaran.
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Jika terdapat SP2D-TU yang mclebihi 30 (tiga puluh]

hari dari tanggal pencairan, maka BUD/Kuasa BUD

berhak menolak pengajuan pencairan Ganti Uang

dan/ atau Tambah Uang dari SKPD yang bcrsangkutan.

Bcndahara pengeluran pembantu mempersiapkan

dokumen-dokurnen yang diperlukan sebagai lam piran

dalam pengajuan SPP-TU. Lampiran terse but antara

lain:

1) Surat Pengantar SPP-TU dad Bcndahara

Pengeluaran Pcmban tu

2) Surat Pcrnyataan Pcngajuan SPP-TU dari Kuasa

Pcngguna Anggaran

3) Ringkasan SPP-TU dari Bcndahara Pengcluaran

Pcrnbantu

4) Rincian Rencana Pcnggunaan Dana dari Bcndahara

Pengeluaran Pcmbantu

5) Lampiran lainnya jika yang dipcrlukan: Sural

Rckomcndasi Pcncrbitan SP2D dari bidang

Pcrbcndaharaan dan Bidang Asct Dacrah

Format lampiran-Iampiran SPP-TU di atas tercunt urn

d. SPP Langsung (LS)

Bcndahara pcngeluaran pembantu dapat mengajukan

SPP-LS Barang dan .Jasa kepada Kuasa Pengguna

Anggaran mclalui PPK-KPA-SKPD atau PPK-SKPD

bcrdasarkan dokumcn-dokumcn yang disiapkan olch

PJYfK/PPK. Adapun dokurncn-dokumen yang

dipcrlukan sebagai lampiran dalam pengajuan antara

lain:

Untuk SPP-LS H~_norarium ASN

1) Sural Pcngantar SPP-LS Honorarium

2) Surat Pernyataan Pcngajuan SPP-LS Honorarium

3) Ringkasan SPP--LS Honorarium dari Bendahara

Pcngeluran Pembantu
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4) Rincian Rcncana Penggunaan Dana

5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

6) Dokumen pe1engkap SPP-LS Honorarium ASN.

Daftar Rincian penerima honorarium ASN, id-billing,

salinan Surat Keputusan pcncrima honorarium

Format larnpiran-Iampiran SPP-LS eli atas tercan turn

dalarn lampiran peraturan ini.

Untuk SPP-LS Barang! Jasa

1) Surat Pcngantar dari Bcndahara Pcngcluaran

Pembantu dan PIYf'K;

2) Surat Pcrnyataan Pcngajuan SPP-LS barang/ jasa

dari Kuasa Pengguna Anggaran;

3) Ringkasan SPP-LS Barang/iJasa dari Bendahara

Pengcluaran Pcmbantu dan PIYl'K;

4) Rincian Rcncana Pcnggunaan Dana dari Bcndahara

Pcngeluaran Pcmbantu dan PIYJ.'K;

5) Surat Pcrnyataan Tanggung jawab Bclanja SPP-LS

barang/jasa dari Kuasa Pcngguna Anggaran;

6) Salinan SPD;

7) Mclampirkan dokumcn-dokurncn terkait kcgiatan

(disiapkan oleh PPKom/ PPTK)yang tcrdiri atas :

Pembayaran SPP-LS Uang Muka:

a. Id-billing dan/ atau Faktur Pajak, PPh pasal 22

dan PPN;

b. Menunjukkan 1 (satu) set /bendel kontrak;

c. Berita Acara Pcmbayaran yang terdapat pada

aplikasi Sistem Pcngadaan Secara Elcktronik:

d. Copy Surat .Jaminan Uang Muka;

c. Nomar Rekcning pcnyedia.

Pembayaran SPP-LS atas prestasi pekerjaan

(termyn!MC/angsuran) mencakup :

a.ld-billing dan j' atau Faktur Pajak, PPh pasal 22

dan PPN;
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b. Menunjukkan 1 (satu) set/ bendel kontrak;

c. Berita Acara Pembayaran yang terdapat pada

aplikasi Sistcm Pcngadaan Secara Elektronik;

d. Laporarr/Iampiran bcsarnya prosentase

pekerjaarr/ Monthly Certificate (MC);

e. Salinan pcmbayaran ,Jamsostek/BPJS untuk jasa

konstruksi;

f. Nomor Rekening penyedia.

Pembayaran SPP-LS Pekerjaan selesai 100%

mencakup:

a. Id-billing dan/ atau Faktur Pajak, PPh pasal 22

dan PPN;

b. Menunjukkan 1 (satu) sct.Zbcndel kontrak;

c. Berita Acara Pcmbayaran yang tcrdapat pada

aplikasi Sistcm Pcngadaan Sccara Elektronik;

d. Salinan pembayaran .Jamsostck /Blvlx untuk

jasa konstruksi;

c. Salin an .Iaminan Pcmcliharaan untuk jasa

konstruksi;

f. Bukti sctor dcnda kcterlambatan apabila

pckcrjaan mengalami kctcrlambatan;

g. Nomor Rekcning Penyedia.

Pembayaran SPP-LS Pengadaan Barang!JasC!

dengan jenis kontrak berupa kuitansi (dibawah

Rp. 50.000.000,00) mencakup :

a. Id-billing darr/ atau Faktur Pajak, PPh pasal 22

dan PPN

b. Bukti pcmbclian /Pembayaran untuk pengadaan

barang/jasa lainnya sctinggi-tingginya bernilai

Rp. 10.000.000,00 (scpuluh juta rupiah).

Kwitansi untuk pcngadaan barang/ jasa lainnya

sctinggi-tingginya bcrnilai Rp. 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah)

c. Nornor Rckcning Pcnyedia

I



56

Pembayaran SPP-LS pengadaan tanah mencakup :

a. Berita Acara Pcmbebasan Tanah yang dibuat olch

Panitia Pengadaan tanah;

b.ld-billing PPh Final untuk pengadaan tanah

dengan nilai diatas Rp. 60.000.000,00

c. Kwitansi bermeterai yang ditandatangani pihak

ketiga, Bendahara Pcngcl uaran IBendahara

Pcngeluaran Pembantu dan PIYTK atas nama

Pengguna Anggararr/ Kuasa Pcngguna Anggaran;

d. Pcrsctujuan Panitia Pengadaan Tanah;

c. Salinan bukti kepemilikan;

f. Pcrnyataan dari Penjual bahwa tanah terscbut

tidak dalam scngketa dan tidak sedang dalam

agunan;

g. Pelcpasarr/ pcnyerahan hak alas tanah Iakta jual

bcli dihadapan PPAT.

Pengadaan hibah berupa barang mencakup :

a. Id-billing dan /utau Faktur Pajak, PPh pasal 22

dan PPN;

b. Menunjukkan 1 (satu) sell bcndcl kontrak;

e. Berita Acara Pembayaran yang terdapat pada

aplikasi Sistem Pengadaan Seeara Elektronik;

d. Naskah Pcrjanjian Hibah Daerah (NPHD);

c. Surat Kcputusan Bupati tcntang Hibah;

f. Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran

Pemerintah Dacrah.

2) Pembukuan SP2D

Pembukuan pcnerimaan SP2D GUITU / LSjGU-NIHIL/TU-

NIHIL mcrupakan proses pcncatatan transaksi pencrimaan

SP2D kc dalarn BKU dan Buku pcmbantu yang tcrkait.

Proses pcmbukuan dilakukan kctika bend ahara

pengeluaran pembantu mencrima SP2D dari BUD / Kuasa

BUD. Peneatatan dilakukan sebesar jurnlah yang tercantum

di SP2D scbagai "pcnerimaan SP2D" di :
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1. BKU pada kolom penerimaan danjatau kolom

pcngcluaran

2. Buku Pcmbantu Simpananj Bank pada kolom

penerimaan.

Langkah-langkah yang dilakukan bendahara pengeluran

pcmbantu dalam mclakukan pcmbukuan SP20 adalah:

1. Tambahkan transaksi Pcnerimaan SP2DjSP2D-UP, di

modul Belanja, menu pcmbukuan belanja, sub menu BKU

Bclanja.

2. Jika mcmilih penerimaan pelimpahan SP2D UP/GU, maka

mcngrst data yang wajib diisi pada bagian Buku Kas

Umum dan Rincian Transaksi Kas. Jika mcmilih

transaksi pencrimaan SP2D, maka contrengj ccntang

Nomor SP2D kemudian simpan.

3) Pembukuan Belanja/Bukti Belanja

Pclaksanaan bclanja yang dilakukan pada suatu kcgiatan

wajib dipcrtanggungjawabkan olch PPTK sccara tcpat waktu.

Dalam mcmpcrtanggungjawabkan pelaksanaan bclanja

tcrsebut, PPTK harus mclampirkan dokumen-dokurncn

pendukung penggunaan anggaran dalam pclaksanaan

kegiatan tcrsebut. Dokumcn penggunaan anggaran

dibcrikan kepada bcndahara pengeluaran sebagai dasar bagi

bend ahara pengcluaran

Pcrtanggungjawaban (SP,J).

Bendahara Pengeluaran berdasarkan dokumen yang

diberikan oleh PPTK, mcncatat pc1aksanaan bclanja dalam :

untuk mcmbuat Surat

1. Buku Kas Umum Pengcluaran

2. Buku Pcrnbantu Pcngcluaran Per Rincian Obyek

3. Buku Pcmbantu Kas Tunai

4. Buku Pembantu Simpanan/ Bank

-5. Buku Pembantu Pajak

Dokurnen-dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam

mclakukan pembukuan adalah :

J . Bukti transaksi bclanja yang sah dan lcngkap.
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2. Dokumcn-dokumcn pcndukung lainnya sebagairnana

diatur dalam peraturan yang bcrlaku.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau Bendahara

Pcngeluaran Pembantu dilarang mempertanggungjawabkan

bukti transaksi belanja, dokumen pendukung lainnya yang

sarna lcbih dari satu kali dan Bcndahara Pcngeluaran

bcrhak untuk menolak pcmbayaran atas bukti transaksi

bclanja atau dokumcn-dokurnen pcndukung lainnya

tcrscbut.

Bcndahara Pcngcluaran Pcmbantu melakukan pcncatatan

atas pcngeluaran kas bcrdasarkan bukti-bukti pcngcluaran

yang sah beserta pcrhitungan/pcmbayaran pajaknya yang

discrahkan oIch Pcjabat Pcrnbuat Komitmcn atau Pcjabat

Pclaksana Tcknis Kcgiatan. Bcndahara Pengeluaran

Pcmbantu mencatat pcngc1uaran kas ketika kondisi lunas

bayar, dimana bendahara pengeluaran pcmbantu tclah

mclakukan pemcriksaan kcbcnaran bukti pcngeluaran

bcscrta bukti pcndukung lainnya, serta kctcrscdiaan dana,

dan bcndahara pcngeluaran pcmbantu mclakukan

pcmbayaran atas bukti tersebut kepada pihak

kctiga/ pelaksana/ pcnanggungjawab sccara tunai atau non-

tunai.

Langkah-langkah yang dilakukan bcndahara pcngcluran

pcmbantu dalam melakukan pembukuan bclanja adalah:

1. Memilih transaksi belanja, di modul Belanja, menu

pembukuan belanja, sub menu BKU Belanja.

2. Pada bagian Buku Kas Umum, Bendahara pcngeluaran

pembantu harus mcncatat tanggal lunas bayar scbagai

tanggal pcmbukuan, mcngisi uraian transaksi sccara

singkat dan informatif, mcngisi nomor bukti transaksi,

dan tanggal transaksi.

3. Pada bagian detail transaksi-I jcnis spj harus dipilih yaitu

UP/GU atau TU, mcmilih DPA yang sesuai dcngan bukti

bclanjanya, metode pcmbayaran dapat dipilih tunai atau
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transfer (non-tunai), dan mengisr pencrima pcmbayaran

tersebut.

4. Pada bagian rincian transaksi, Bcndahara pcngcluaran

pernbantu mengisikan jumlah scsuai dcngan uang yang

dikcluarkan untuk rnasing-masing mata anggaran

kcgiatan (MAK). Sclain itu, Rincian Pajak juga diisi scsuai

dcngan bukti setor pajak beserta Nomor Tanda Bukti

Pcnerimaan {NTPN}

Bcndahara pengcluaran pembantu bcrhak mcnolak

mclakukan pembayaran Zpcngcluaran kas jika ditcmukan

bukti pcngcluaran kas / dokumcn pcndukung lainnya

terbukti tclah dipcrtanggungjawabkan scbclumnya.

4) Pembukuan Pergeseran Uang

Bendahara pcngeluaran pcmbantu dapat mcncairkan

UP/GU/TU yang tcrdapat di bank kc kas tunai scsuai

dcngan kcbutuhan pada hari itu. Pcnarikan Ill}

dimaksudkan untuk pcmbayaran sccara tunai kcpada pihak

ketiga/ pclaksana/ penanggungjawab bclanja. Pcncatatan

dilakukan scbcsar jumlah yang dicairkarr/ digescr scbagai

"pcrgcscran uang" bcrikut ini :

1. Mcngisi tanggal pcmbukuan, yaitu: tanggal dimana

bcndahara pengcluran pembantu melakukan

pcrgcscrarr/ mutasi uang;

2. Mcngisi ural an transaksi, yaitu: inforrnasi tekait

transaksi secara singkat dan inforrnatif;

3. Mcngisi .Jumlah yaitu: jumlah uang yang dilakukan

pcrgcscran;

4. Mengisi Nomor Bukti, yaitu nomor bukti pergcscran

uang;

5. Mcmilih jerus pcrgcscran, antara bank ke tunai atau

tunai kc bank.

5) Pembukuan Penerimaan/Penyetoran Potongan Pajak

Bendahara pengeluaran pembantu dapat mencatat

pcncrimaan pajak diluar transaksi belanja. Transaksi
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penerimaan pajak ini merupakan kcwajiban bcndahara

pcngeluaran pembantu untuk melakukan pungutan atas

pajak negara, seperti PPN dan PPh. Langkah-langkah yang

dilakukan bendahara pengeluaran pembantu adalah sebagai

bcrikut:

1. Memilih jcnis transaksi pcnerimaan potongan pajak yang

berada di modul belanja, menu pembukuan belanja, SKU

belanja. Transaksi im sebagai bukti pungut oleh

bendahara kepada wajib pajak.

2. Tambahkan transaksi dcngan mclcngkapi isian pada

bagian Buku Kas Urnum, bagian detail transaksi, hagian

rincian pajak.

3. Bcndahara melanjutkan ke pcncatatan pembayaranJ

sctoran potongan pajak.

Pcncatatan pcnyctoran potongan pajak dilakukan sctclah

transaksi penerimaan potongan pajak telah dilaksanakan.

Transaksi pcnyetoran potongan pajak ini atas kewajiban

bendahara pengeluaran pcmbantu untuk mclakukan

penyetoran atas pajak ncgara, scperti PPN dan PPh.

Langkah-langkah yang dilakukan bcndahara pengeluaran

pembantu adalah sebagai berikut:

1. Mcmilih jcnis transaksi pcmbayaran potongan pajak

yang berada di modul belanja, menu pembukuan

belanja, BKU belanja. Transaksi ini scbagai bukti setor

pajak oleh bendahara pengcluaran pcmbantu.

2. Tambahkan transaksi dcngan mclcngkapi isian pada

bagian Buku Kas Umum, bagian detail transaksi, bagian

rincian pajak.

6) Pembukuan Penerimaan/Penyetoran Sisa Belanja

.Jika ditemukan kelebihan pencairan kas baik sccara

mandiri oleh bendahara ataupun olch Aparat Pengawasan

Internal Pcrnerintah (APIP) dan pertanggungjawabannya

telah dilakukan, maka bend ahara pcngeluran pembantu

dapat mcngcmbalikan kelcbihan terscbut kc Rekening Kas

Umum Daerah (RKUD).Pcrtanggungjawaban dalam hal irn
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ditandai dengan terbitnya SP2D-GU berikutnya atau SP2D-

LS atau SP2D-TU-NIHIL. Pengernbalian sisa belanja pada

tahun anggaran berkenaan (CP) akan mcngurangi realisasi.

Sedangkan, pengembalian sisa belanja atas tahun anggaran

scbelumnya (pa) diakui sebagai pcndapatan. Langkah -

langkah yang dilakukan olch bendahara pengeluaran

pernbantu untuk mengcmbalikan sisa belanja atas tahun

anggaran berkenaan adalah sebagai berikut :

1. Memilih transaksi pencrimaan sisa belanja yang berada

di modul bclanja, menu pembukuan bclanja, sub menu

BKU Bclanja. Transaksi ini bertujuan untuk membuat

bukti pcncrimaan uang olch bendahara pcngcluaran

pembantu kepada pihak kctigaj pclaksanaj pptk

2. Tambahkan transaksi pcnerimaan sisa bclanja dengan

melcngkapi isian pada Buku Kas Umum, Rineian

Transaksi Kas, Rincian Transaksi.

3. Memilih transaksi pcnyetoran sisa bclanja yang bcrada

di modul belanja, menu pcmbukuan bclanja, sub menu

BKU Belanja. Transaksi ini bcrtujuan untuk mcmbuat

bukti pcnyetoran uang olch bendahara pcngcluaran

pembantu ke Rckcning Kas Umum Bcndahara

4. Tambahkan transaksi pcnyetoran sisa belanja dcngan

mclcngkapi isian pada Buku Kas Umum, Rincian

Transaksi Kas, Rincian Transaksi. Dalam pcngisian

rincian transaksi kas yang perlu dipcrhatikan adalah

pemilihan SP2D. Khusus untuk pcrtanggungjawaban

Tambah Uang (TU),SP2D yang dipilih adalah SP2D-TU-

NIHIL-nya

7) Pembukuan Setoran Sisa Uang Persediaan

Pada akhir masa anggaran, bendahara pengcluaran

pembantu wajib menghitung sisa uang pcrscdiaan yang

tidak dapat di pcrtanggungjwabkan. Sisa kasjuang ini

dikcmbalikan langsung ke Rekening Kas Umum Dacrah,

baik secara tunai atau non tunai. Langkah - langkahnya

adalah sebagai bcrikut:
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1. Memilih transaksi Penyetoran Sisa Uang Persediaan

yang berada di modul belanja, menu pembukuan

belanja, sub menu SKU Belanja.

2. Tambahkan transaksi penyetoran sisa uang persediaan

dan isi data wajib di bagian Buku Kas Umum dan

Rincian Transaksi kas

8) Pembukuan Koreksi Pembebanan Belanja

Dalam hal bendahara pengeluaran pcmbantu atau Pejabat

Pcnatausahaan Keuangan mcncmukan kcsalahan dalam

pcmbcbanan atas rckcning belanjaj mata anggaran kegiatan

(MAK), maka bendahara pengeluaran pembantu dapat

mengusulkan koreksi atas pcmbebanan tersebut. Koreksi ini

dimaksudkan untuk mcrubah pcmbcbanan atas satu

rckcning bclanja (MAK)ke rckcning bclanja (MAK)lainnya.

Berikut langkah-langkah yang dilakukan :

1. SKPD melakukan permohonan tcrtulis kcpada BUD agar

melakukan korcksi pcmbebanan bclanjajkoreksi SP2D.

2. SKPD membuat us ulan koreksi SP2D, yang tcrdapat di

modul bclanja, menu S1'20 sub menu korcksi SP2D.

3. Tambahkan transaksi dengan rncmilih sp2d yang akan

dikoreksi, mengisi nomor surat, tanggal surat dan alas an

koreksi.

4. Mcnambahkan transaksi Penerimaan Koreksi SP2D I yang

berada di modul belanja, menu pembukuan bclanja, sub

menu BKU belanja.

5. Mengisi data yang ada di bagian Buku Kas Umurn, Detail

Transaksi Koreksi, Rincian Transaksi.

6. Menambahkan transaksi Belanja, yang berada di modul

belanja, menu pembukuan belanja, sub menu BKU

belanja.

7. Melengkapi data isian belanja dan mernilih jcms SPJ

koreksi bclanja.

9) Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya

Pertanggungjawaban pcngeluaran mcrupakan proses

pcrtanggungjawaban seluruh pcngeluaran bc1anja yang
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dilakukan olch bendahara pengeluaran pcmbantu dalam

rangka pelaksanaan APBD. Proses ini merupakan proses

lanjutan dari proses pembukuan pengeluaran.

Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu

terdiri dari:

a. Pertanggungjawaban penggunaan tambahan uang

perscdiaan.

b. Pertanggungjawaban fungsional.

1. Pertanggungjawaban Penggunaan Tambah Uang (TU)

Bcndahara pcngeluaran pcmbantu mclakukan

pcrtanggungjawaban pcnggunaan TU apabila TU yang

dikelolanya telah habisj selesai digunakan untuk

mcmbiayai suatu kcgiatan atau telah sampai pada waktu

yang ditcntukan scjak TU diterima .

. .Dalam mclakukan pcrtanggungjawaban terscbut

dokumen yang disampaikan adalah Laporan

Pcrtanggungjawaban Tambahan Uang .Pcrscdiaan.

Dokumen ini dilampirkan dcngan bukti-bukti belanja

yang sah dan lcngkap.

Langkah-langkah dalam mcmbuat pcrtanggungjawaban

TU adalah sebagai berikut:

• Bcndahara pengeluaran mcngumpulkan bukti-bukti

belanja yang sah atas penggunaan tambahan uang

perscdiaan

• Apabila terdapat TV yang tidak digunakan

bcndahara pengcluaran melakukan setoran kc Kas

Umum Daerah. Surat Tanda Setoran atas

penyctoran itu . dilampirkan sebagai lampiran

laporan pertanggungjawaban TU

• Bcrdasarkan bukti-bukti bclanja yang sah dan

lcngkap tcrscbut dan bukti penyctoran srsa

tambahan uang pcrscdiaan (apabila tambahan uang

pcrscdiaan melcbihi bclanja yang dilakukan)

bendahara pcngcluaran mcrekapitulasi bclanja

kcdalam Laporan Pcrtanggung-jawaban Tambahan
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Uang Persediaan sesuai dcngan

kegiatannya yang dicantumkan

pengajuan TU

• Laporan pertanggungjawaban terse but kernudian

progra.m dan

pada awal

diberikan kepada Kuasa Pengguna

Anggaran /Pengguna Anggaran melalui PPK-

KPA/PPK-SKPD

• PPK-KPAjPPKSKPD kemudian mclakukan vcrifikasi

atas pertanggung-jawaban yang dilakukan oleh

bendahara pengcluaran pcmban tu.

• Kuasa Pengguna Anggaran/ Pcngguna Anggaran

kernudian menandatangani laporan

pcrtanggungjawaban TU scbagai bentuk pcngcsahan

2. Pertanggungjawaban Fungsional

Pcrtanggungjawaban fungsional dibuat olch bendahara

pengeluaran pembantu dan disampaikan kepada

bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan

berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional tersebut

bcrupa Surat Pertanggungjawaban (SP,J)dilampiri dengan:

• Buku Kas Umum

• Laporan Penutupan Kas

Pertanggungjawaban fungsional pada bulan tcrakhir tahun

anggaran disampaikan paling lambat 5 hari kcrja scbclum

hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban

tcrsebut dilampiri bukti sctoran sisa uang perscdiaan.

E. Perintah Membayar oleh Pengguna Anggaran

Apabila dokumcn SPP dinyatakan lengkap dan sah, pcngguna

anggararr/kuasa pcngguna anggaran mcncrbitkan SPM. .Jika tidak

lcngkap pcngguna anggaran/kuasa pcngguna anggaran menolak

mcnerbitkan SPM. Dalam hal Pengguna AnggaranjKuasa Pcngguna

Anggaran berhalangan dapat mcnunjuk pcjabat yang dibcri wewcnang

untuk menandatangai SPM.
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Pcnerbitan SPM yang telah dinyatakan lcngkap paling lama 2 (dua) hari

kcrja tcrhitung sejak ditcrimanya dokumen SPP. Penolakan SPM paling

lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengajuan SPP, jika SPP

tcrsebut tidak lengkap.

SPM yang telah diterbitkan dapat diajukan kcpada Kuasa BUD untuk

pcncrbitan SP2D. Penatausahaan pcngeluaran pcrintah mcmbayar

dilaksanakan olch PPK-SKPD. Setclah tahun anggaran berakhir,

pcngguna anggaran / kuasa pengguna anggaran dilarang menerbi tkan

SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Dokumcn-dokumcn yang menjadi pcrsyaratan pcncrbitan SP2D atas

pcrintah mcmbayar olch Pcngguna Anggaran tcrdiri dari:

J . Surat Pcrintah Mcmbayar (SPM) yang telah disahkan oleh Pengguna

Anggaran

2. Mcnycrahkan lcmbar pcrnyataan Pcngguna Anggaran yang

mcnyatakan bahwa dokumcn SPP dan kelengkapannya sudah

divcrikasi dan dinyatakan lcngkap olch PPK-SKPD. Format pcrnyataan

Pcngguna Anggaran sebagaimana terlampir pada pcraturan ini.

3. Mcnunjukkan dokumcn SPP dan kclcngkapannya scbagaimana angka

2 (dua) dan selanjutnya dokumen tcrscbut disimpan scsuai dcngan

kctcntuan yang berlaku untuk kclengkapan administrasi dan

kcperluan pcmeriksaan aparat pengawas internal pcmerintah pada

masing-rnasing SKPD

4. Mcnycrahkan id-billing pajak yang masih bcrlaku untuk SPM-LS

F. Batasan Maksimal Kas Tunai di Brankas Bendahara Pengeluaran

SKPD

Bcndahara pengcluaran SKPD yang telah mencairkan SP2D UP/ GU/TU

dibcrikan kctcntuan baaksimal untuk kas tunai yang dimilikinya sctinggi-

tingginya scbcsar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

G.Tata Cara Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja

Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan

Pengeluaran Pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati

Situbondo yang diterbitkan setiap tahun
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H.Prosedur Pengelolaan Belanja Gaji PNS

Pcncetakan daftar gaji PNS dilaksanakan sccara sentral oleh BPKAf)

untuk menjamin keakuratan data, ketepatan dan kecepatan dalam
proses pencetakan daftar gaji.

1. SKUMPTK I MODEL DK

Setiap PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupatcn Situbondo wajib

rncmperbarui Surat Kcterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran

Tunjangan Keluarga (SKUMPTK)setiap akhir tahun anggaran ( bulan

dcsember tahun berkenaan ) untuk pelaksanaan updating data gaji
PNS.

Bcberapa hal yang perlu dipcrhatikan tcrkait dcngan tunjangan

istcri/ suami dan tunjangan anak scbagai bcrikut :

a. Tunjangan isteri Zsuarni adalah tunjangan yang diberikan kcpada

Pcgawai Negeri Sipil yang beristcriy bcrsuami dcngan ketentuan

scbagai berikut :

1) Dibcrikan untuk 1 [satu] isterij' suami PNS yang sah;

2) Tunjangan istcri/ suami dibcrhcntikan pada bulan bcrikutnya

sctclah terjadi pcrceraian atau mcninggal dunia;

3) Untuk mcmperolch tunjangan istcri/ suami harus dibuktikan

dcngan surat nikah Zakta nikah dari Kantor Urusan Agama

atau Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Tunjangan Anak adalah tunjangan yang dibcrikan kcpada Pcgawai

Negeri Sipil yang mempunyai anak (anak kandung, anak tiri dan

anak angkat) dengan ketentuan sebagai bcrikut:

1) Untuk memperoleh tunjangan anak harus dibuktikan dengan

Surat Keterangan Kclahiran dari Dinas Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Surat Keputusan

Pcngadilan Negeri untuk anak angkat;

2)· Belum melampaui batas usia 21 tahun;

3) Tunjangan anak diberikan maksimal untuk 2 (dua) orang

anak

4) Tunjangan anak angkat hanya diberikan untuk 1 (satu) orang

anak angkat;

5} Tidak mcnikah/bclum pernah menikah;

6) Tidak mempunyai penghasilan scndiri;

7) Nyata mcnjadi tanggungan Pcgawai Ncgcri yang

bcrsangkutan;
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8) Balas USIa anak dapat dipcrpanjang dari USIa 21 tahun

sampai usia 25 tahun apabila anak tersebut masih

bersekolah/ kuliah dengan melampirkan sural kcterangan

masih sekolah / kuliah;

9} Dalam hal pegawai negeri pada tanggal 1 Maret 1994 telah

mcmperoleh tunjangan anak untuk lebih dari 2 (dua) orang

anak, kepadanya tetap diberikan tunjangan anak untuk

jumlah menurut keadaan pada tanggal tcrsebut. Apabila

setelah tanggal tersebut jumlah anak yang memperoleh

tunjangan anak berkurang karcna rncnjadi dewasa, kawin

atau mcninggal, pcngurangan tcrsebut tidak dapat

diganlikan, kccuali jumlah anak mcnjadi kurang dari 2 (dua).

c. Surat Kctcrangan Untuk Mcndapatkan Pcmbayaran Tunjangan

Kcluarga (SKUMPTK)/ Model OK tcrsebut disampaikan kc Badan

Pcngclola Keuangan dan Aset Daerah Cq. Scksi Bclanja Pcgawai

dan Dana Transfer.

d. Apabila dalam tahun berjalan terdapat pcrubahan data tunjangan

kcluarga diakibatkan adanya pcrceraian atau mcninggal dunia

istcri/ suami PNS atau adanya pcngurangan anak tcrtanggung,

maka yang bersangkutan wajib mclapor dcngan membuat

SKUMPTK/ Model OKyang scsuai dcngan kcadaan sebcnarnya.

2. Pencetakan Daftar Gaji

Pcncctakan daftar gaji induk dilakukan setiap bulan bcrda sarkan

usulan SKPD dengan menycrahkan rekap jumlah pcgawai

pergolongan, jumlah tunjangan keluarga dan surat pengantar rrrurasi

gaji (SK Berkala, SK Pangkat, Surat Nikah, Akte Kclahiran, Surat

Cerai dan Surat Kernatian yang diligalisasi oleh pejabat berwenang )

yang discrahkan paling lambat tanggal 10 sctiap bulannya. Untuk

pcncctakan daftar kckurangan gaji dilakukan atas usulan SKPI) yang

dikarcnakan adanya keterlambatan tcrbitnya SK kcpegawaian ( SK

Pangkat, SK Berkala dll ) atau adanya pembayaran gaji tcrusan.

Pengajuan pencetakan daftar kekurangan gaji harus mclampirkan

surat pengantar beserta SK yang diligalisasi olch pejabat berwcnang

yang diserahkan paling lambat tgl 5 sctiap bulannya.
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3. Tata Cara Penyetoran PFK Gaji

SP2D Gaji yang diterbitkan oleh BUD setiap bulannya diterima olch

bcndahara pcngeluaran yang bersifat netto scdangkan potongan PF'K

Gaji langsung masuk kc rekening PFK Gaji No rckening 0291000088.

Penyetoran PFK Gaji melalui SSP, id-billing simponi dan BG yang

dilcngkapi dcngan rincian rekening PFK berscrta surat kuasa yang

ditandatangani o1eh BUD / Kuasa BUD. Adapun id-billing yang tclah

divalidasi olch bank jatim selanjutnya disampaikan ke lYJ'.TASP1~N

.Jcmbcr, BP,)S Banyuwangi dan Bapertarum Jakarta.



I PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BUKU KAS UMUM

PERIOOE: _

SKPD

Pengguna Anggaran

8endahara Penerimaan

_ nams_slcpd_

_nama_pengguna_snggaran_

nama bendahara....,P6nerimsBII

I
NoBKU I Penerlmaan Penyetoran

No Tanggal Kode Uraian
Rekening Rp. Rp.

1 2 3 4 5 6
No. BKU: xxx -

xxxxxxx xxxxx xxxx

,

.
Jumlah Periode Ini xxxx xxxx
Jumlah sid. Sebelum Periode Ini xxx xxx
Jumlah sid. Periode Ini xxxx xxxx

SlsaKas xxx

Pada harllni langgal

Oleh kaml dldapat dalam kas xxxx

Terdlrldari :

Tunal Rp. 0,00
Saldo Bank Rp.
Lain-Lain Rp.

Mengetahui

Pengguna Anggaran

Sltubondo, _

Bendahara Penerimaen

Hal. 1/1



I PEMERINTAH KABUPATEN SlTUBONDO
BUKU KAS UMUM

PERIODE: _

SKPD

P.Jabat P.ngelola Keuangan

Bendahara Penerimaan

[xxxxxx] SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH v

NoBKU 1 Pen.rlmaen Penyetoran
No Tanggal Kod. Uralan

Rekening Rp. Rp.

1 2 3 4 5 6
1 No. SKU:xx

xxxxxx XXXXXX XXX)(

2

I
3

4

5

6

Jumlah Periode Inl xxxxx XXX)(

Jumlah sid. Sebelum Periode Inl xxx xxx
Jumlah sid. Perlode In! xxxxx XXX)(

Sisa Kas xxx

Pada hari ini tanggal
Olsh kami didapal dalam kas xxxx

_da/am_angka_

Tard!rI dar!:

Tunal Rp.
SaldoBank Rp.
Lain-Laln Rp.

xxx

Mengetahul
Pejabat Peng.lola Kauangan Daerah

Sltubondo, _

Bendahara Penerimaan

Hal. 1/1



I PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BUKU KAS UMUM

BENDAHARAPENGELUARAN
PERIODE: xxxx sampai dengan xxxx

SKPD SATUAN KERJA PENGEI..OLA KEUANGAN DAERAH

No.BKUI
Penerimaan Pengaluaran SaldoNo, Tangllal Rekenlng Uralan (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
Saldo Periode Lalu 0,00

Jumlah Periode Inl : 0,00 0,00 0,00

Jumlah sid. Pariodal..alu 0,00 0,00 0,00

Jumlah Semua sid. Parioda Inl : 0,00 0,00 0,00

Kas dl Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00

TarbHang: Nihil

Terdtri dart:

a. Tunal Rp. 0,00

b. SlmpananIBank Rp. 0,00

c. Sural BemargaiKwitansi Rp. 0,00

d. Panjar Rp. 0,00

Jumlah Rp. 0.00

Dalam Proses SP2D Rp. 0,00

Mengetahui, Situbondo, tanggaJ.bullll'l-tahun

BENDAHARAPENGELUARANPENGGUNA ANGGARAN 0

NAMA
NIP

NAMA
NIP

SIRKA-S/TUBONDO Halaman : 1 I 1

I
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, PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

LAPORAN POSISI KAS DAERAH
Per Periode : .

I. SALDO AWAL KAS PERIODE IN I. Rp
TERDIRI DARI

1. Uang Kas Oaerah Rp 0,00
2. Sisa Uang Pihak III Rp 0,00

II. PENERIMAAN PERIODE INI
1. PAD Rp 0,00
2. Dana Perimbangan Rp 0,00
3. Laln·laln pendapatan yang sah Rp 0,00
4. Contra Pos Rp 0,00
5. Taspen, Taperum, PPh Rp 0,00
6. Penerimaan Pembiayaan Rp 0,00

7. Penerimaan Sisa UPITU/Saldo Awal Rp 0,00

Jumlah Penerlmaan ............................. Rp
Jumlah Saldo 81d. TUI. ............................. Rp

III. DIKURANGI PENGELUARAN
1. Non Gajl Rp 0,00
2. D8l)8 A10kasi Khusus (OAK) Rp 0,00
3. Gaji Rp 0,00
4. Pengeluaran Uang Pihak III Rp 0,00
5. Pengeluaran PembiayaanIPenutupan Silpa Rp 0,00
6. SP2D-UPITU/(NIHIL) Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran .............................. Rp
SALDO KAS (B.IX) TGL.

•••••••••••••••• •• t ••••••••
Rp

IV. SISA DAFTAR PENGUJII SP2D YANG BELUM DICAIRKAN
1. Non Gaji sid tanggal Rp
2. GaJI sid tanggal Rp

Jumlah SI.. Daftar Pengujl Rp
V. UANG PIHAK III

Penerimaan sid tanggal
Telah disetor sid tanggal

Rp
Rp

0,00
0,00

Sisa Belum Ol•• tor Rp

SALDO KAS BERSIH PADA AKHIR PERJODE INI
*) Keterangan :

Rp

Situbondo, tanggal-bulan- Tahun

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
No Nama Account Jumlah
1 Pemanntah Kabupalen Silubondo (Bank 0,00

Pembangunan Oasrah Jatim 0291000011)

2 Pemkab Situbondo (yy XXXXXX) 0,00

3 Pemkab Sltubondo (YY XXXXXY) 0,00

4 Pemkab Silubondo 0,00

5 Pemkab Situbondo 0,00

6 dst. .... 0,00

1 TUNAl 0,00

TOTAL 0,00

SEUSIH 0,00

Nama terang
NIP.

SIRKA-SITUBONDO Ha'1/i

0,00

. i
0,00

. _. i

0,00

0,00

0,00 *}

0,00
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SURAT PENGANTAR

I PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURA T PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG

SPP-GU
Nomor: __

Kepada Yth.

Pengguna Anggaran I Kuasa Pengguna Anggaran

_nams_sstuan_kerja_perangkat_daarah_

Di Tempal

Dengan memperhatikan Peraturan Bupatl Nomor XX Tahun XXXX tentang Penjabaran APBD. bersama inl kami mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran Gantl Uang Persediaan sebagai bertkut :

b SKPD

_nama_urosan_sstuan_ketja_perangkat_daerah_

_satuan_kerja_perangkat_daerah_

a Urusan Pemerintahan

c. Tahun Anggaran

d Dasar Pengeluaran SPD Nomor

e Jumlah Sisa Dana SPD

xxxx

Rp. xxxxxxx (Belanja Langsung)

Terbilang

f. Nama Bendahara Pengeluaran _nama_bendahara_

9 Jumlah Pembayaran Yang Diminta Rp. xxxxxx

Terbilang

h Nama Bank

No Rekening Bank

Bank Pembangunan Daerah Jatim

xxxxxx AlN _

Situbondo, _

8endahara Pengeluaran

SIRKA-SITUBONDO _tglcetak_dok_



Nomor: __

I PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
_nama_satuan_kerja_perangkat_daerah_

SURA T PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-GU

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP -GU) yang kami ajukan sebesar :

Rp XXXXXXXXXXX

Untuk keperluan SKPD _nama_satuan_kerja_P6rangkat:._daerah_ Tahun Anggaran XXXX, dengan ini
menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut dlatas akan dipergunakan untuk keperluan guna memblayal kegiatan yang . I
akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.

2. Jumlah Ganti Uang Persedlaan (GU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang
menurut ketentuan yang berlaku harus dllakukan dengan Pembayaran Langsung (LS).

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat untuk rnelengkapi persyaratan pengajuan SPP-GU SKPD karni.

Situbondo, _

Pengguna Anggaran

., .. ~- .

SIRKA·S/TUBONDO _tg/_cetak_dok_ Hal2/5 I



, PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG

SPP-GU
Nomor: __

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-IDPPA·/DPAL·SKPD

Jumlah dana DPA-SKPD I DPPA-SKPD IDPAL-SKPD (I) Rp JOOOOO(

RINGKASAN SPD

No. Urut NomorSPD TanggalSPD JumlahDana

JUMLAH (II) Rp

Sisa dana yang be/um dl SPD-kan (1-1/) Rp

RINGKASAN SP2D

SP2D Peruntukan GU

SP2D Peruntukan TU

SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gajl dan Tunjangan

SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa

SP2D Peruntukan Honorarium

JUMLAH (11/) Rp

Sisa SPD yang telah dlterbftkan, be/um dlbelanjakan (/1-111) Rp

I

. '. I
I
I

\', .

Situbondo, __

Bendahara Pengeluaran

,"....: ...

. :',::

....

SIRKA-S/TUBONDO _tgl_cetak_dok_ Hal3/5 I



Nomor: _

I PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN

SPP-GU

I RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

No. Kode Rekenlng Uralan Jumlah

TOTAL

Terbifang : _

Situbondo. _

Bendahara Pengeluaran

SIRKA-SITVBONDO _tgl_ cetak_ dok_ Hal4J5 a



I PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor: _

Atas SPJ Nomor : _

SKPD

KodeSKPD

_nama_skpd_

_kode_skpd_

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran _nama_satuan_kerja_perangkat_daerah_ pada Pemeriritah
Kabupaten Situbondo. menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segal a pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh
Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima. dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah
No BKUI Sub Keglatanl Uralanl

Kode Nama Rekenlng
Rek.

No.
KwltanllPenerlma Tanggal Jumlah Total

TOTAL

Pajak Dipungut

PPn PPh

Terbilang : ~

......-- _-_ _._ _ ....•...._ _ _._-_ _ _-_ _._._.- .__ ._._._ _- _ - _ - _-_ __ .._._-- -.__ ._-_ .. _ _._._-_ .•.....

...._-_ _- _ __ .__..__ -._- _._ _.__._._-_ _- -_ _ -_ __ -f--_._-_ _. . _-_ - _ __ ._ .

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berJaku pada _nama_skpd_
Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk kelengkapan Adminlstrasi dan KeperJuan Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Situbondo, _

Pengguna Anggaran

_tglcetak_dok_SIRKA-SITUBONDO HaIS/S Q



I PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG

SPP..GU·NIHIL
Nomor: ___

SURATPENGANTAR

Kepada yth.

Pengguna Anggaran I Kuasa Pengguna Anggaran

_nama_skpd_

Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupatl Nomor xx Tahun 20XX tentang Penjabaran APBD. bersama Ini kami mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persedlaan sebagai berikut : .

a Urusan Pemerintahan

b SKPD

c. Tahun Anggaran

d Dasar Pengeluaran SPD Namar

20XX

e Jumlah Sisa Dana SPD Rp. xxxxxx (Belanja Langsung)

Terbilang

f. Nama Bendahara Pengeluaran

9 Jumlah Pembayaran Yang Diminta Rp. xxxxxxx

Terbilang

h Nama Bank

No Rekening Bank

Situbonda, _

Bendahara Pengeluaran

S/RKA-SITUBONDO _tg'- cetak_dok_



, PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG

SPP-GU-NIHIL
Nomor: _

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-IDPPA..JDPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-SKPO I OPPA-5KPD I DPAL-SKPD (fJ Rp XXlO()(

RINGKASAN SPD

No. Urut NomorSPD Tanggal SPD JumlahDana

JUMLAH (II) Rp lOO()()(

S/sa dana yang be/um dl SPD-kan (1-11) Rp

RINGKASAN SP2D

SP2D Peruntukan GU

SP2D Peruntukan TU

SP2D Penmtukan LS Pembayaran GaJI dan Tunjangan

SP2D Perunlukan LS Pengadaan Barang dan Jasa

SP20 Peruntukan Honorarium

JUMLAH (III) Rp

Sisa SPD yang te/ah diterbltkan, belum dlbe/anjakan (11-1/1) Rp

Situbondo. _

Bendahara Pengeluaran

.,;:".:.;

S/RKA-SITUBONDO _tg/_cetBk_dok_ Hal2/st



, PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAl PERMINTAAN PEMBAYARAN GANll UANG PERSEDIAAN

SPP-GU·NIHIL
Nomor: _

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

No. Kode Rekening Uraian Jumlah

TOTAL

Terbllang: _

Situbondo. _

Bendahara Pengeluaran

SIRKA-SITUBONOO _tgLcetak_dok_ Ha13/5 e



I PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

(SPP-GU)

SKPD

KodeSKPD

Nomor: _

Atas SPJ Nomor : _

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran _nama_skpd_ pada Pemerintah Kabupaten Situbondo, menyatakan
bahwa saya bertanggung jawab penuh atas sagala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang
berhak menerima, dengan perincian sebagai berikut :

No BKUI Sub Keglatanl Uralanl
Kode Nama Rekenlng
Rek.

Penerima Tanggal No.
Kwitansl Jumlah Jumlah Total

Pajak Dlpungut

PPn PPh

-----.- -- -- - _ _ .._ __ ._._ _.._ .._------ --_ .._ ..__ .- .._ .._............. ._-_ _ .._._ _ _ _ __ _........... _._._._ _------_._.-

SIRKA-SITUBONOO _tgJ_cetBk_dok_ Hal4/5 I



NoBKUI Sub K.glatanl UraianJ No. Pajak Dlpungut
Kode Nama Rekenlng Pen.rlma Tanggal Kwltansl Jumlah Jumlah Total
Rek. PPn PPh

Terbilang : _

Bukti·buktl belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Dinas Tenaga Karja Pemerintah Kabupaten
Situbondo untuk kelengkapan Administrasi dan Keperluan Pemeriksaan Aparat Pengawas Futlgsional.

$itubondo, _

Pengguna Anggaran

SIRKA-SITUBONDO Hal 5/5 Y



, PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA

(SPP-LS-BARANG DAN JASA)
Nomor: ___

SURAl PENGANlAR

Kepada Yth.

Pengguna Anggaran f Kuasa Pengguna Anggaran

_nama_skpd_

Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Supati Nomor xx Tahun 20XX tentang Penjabaran APSD, bersama ini kami mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran Langsung Sarang dan Jasa sebagai berlkut :

a Urusan Pemerlntahan

b SKPD

c. Tahun Anggaran

d Dasar Pengeluaran SPD Nomor

e Jumlah Sisa Dana SPD

20XX

Rp. xxxxxxxxxx (Belanja Langsung)

Terbilang

f. Nama BenclaharaPengeJuaran

9 Jumlah Pembayaran Yang Diminta Rp. xxxxxxxxxxx

Terbilang

h Nama Sank

No Rekening Bank

Mengetahul,

Pejabat Pelaksana Teknls Keglatan

Situbondo, _

Bendahara Pengeluaran

SIRKA-SITUBONDO _tgJ..cetak-dok_ Hal1/6 9



... ; , PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
_NAMA_SKPD_

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS BARANG DAN JASA
Nomor: __

Sehubungan dengan Sural Perintah Membayar Langsung Sarang dan Jasa (SPM-LS BARANG DAN JASA) yang kami ajukan
sebesar:

.Rp XXXXXXXX

Untuk kepertuan SKPO _nama_skpd_ Tahun Anggaran 20XX. dengan ini menyatakan dengan sebenamya bah.we :
;"

1: Pembayaran Langsung tersebut untuk Program , Kegiatan _

2. Jumlah Belanja Langsung tersebut dipergunakan untuk membayar taglhan pihak ketlga sesual perjanJlan I kontrak kerja I
surat perintah kerja yang telah dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

..

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS BARANG DAN JASA SKPD kami.

Situbondo, _

Pengguna Anggaran

..... '

;.::.,

", .

.i

·SJRKA-SJTUBONDO _tgJ_cstBk_dok_ Hal2/6 9



, PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA

(SPP-LS-BARANG DAN JASA)
Nomor: __

RINGKASAN

RINGKASAN KEGIATAN

1. Program :
2. KegJatan

3. NomOI' dan Tanggal DPAlDPPAlDPAL-

4. Nama Perusahaan :
5. Bentuk Perusahaan ;

6. A1amat Perusahaan :

7. Nama Plmpinan Perusahaan

8. Nama dan Nomor Rekening Bank :

9. Nomor Kontrak

10. Kegiatan Lanjutan :
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan :
12. Termln Pembayaran :

13. Status Pekeljaan :

14. DeskripslPeke~aan :

RINGKASAN DPA.fDPPA.fDPAL-5KPD

Jumlah dana DPA-SKPO I OPPA-SKPO I DPAL-8KPO (I) Rp

RINGKASAN SPD

No. Urut NomorSPD Tanggal SPD Jumlah Dana

JUMLAH (II) Rp

Sis. dana yang be/um dl SPD-kan (1-11) Rp

RINGKASAN SP2D

SP2D Peruntuken GU

SP20 Peruntukan TU

SP20 Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan

SP20 Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa

SP2D Peruntukan Honorarium

JUMLAH (III) Rp

SIRKA-SITUBONDO _tgLcetak_dok_ Hal3/6 y



Sisa SPD yang taJah dlterbltkan, be/um dlbelanjalcan

Mengetahui,

PeJabat Pelaksana Teknls Keglatan

Situbondo, _

Bendahara PengeJuaran

SIRKA.s/TUBONDO _tgCcetBk_dok_ Hal4/6



I PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA

(SPP-LS-BARANG DAN JASA)

Nomor : _

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

NoDPA

Nama Keglatan

Nama Sub Keglatan

No. Kod. Rekening Uralan JUmlah

TOTAL ':,

Terbilang : __ ~ _

Mengetahui,

Pejabat Pelaksana Teknls Keglatan

Situbondo, _

Bendahara Pengeluaran

SIRKA-SITUBONDO _tg/_cetak_dok_ Hal516



, PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURA T PERNYAT AAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

(SPP-LS-BARANG DAN JASA)
Nomor: _

SKPD
KodeSKPD

'., NomorDPA

Tanggal
Program
Keglatan
Tahun Anggaran 20XX

Yang bertanda tangan dibawah inl Pengguna Anggaran _nams_skpd_ pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.
menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran .'
kepada yang berhak menerima. dengan perineian sebagai berikut :

Kode UralanINama Rekenlng '.' No. Pajak Dlpungut
Rekenlng Penerima Tanggal Kontrak Jumlah Jumlah Total

PPh PPn

TOTAL I
Tarbi/ang:

Bukti-bukti belanja tersebut diatas dlsimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada _nama_skpd_ Pemerintah Kabupaten
Situbondo untuk kelengkapan Administrasi dan Keperluan Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Situbondo. _

Pengguna Anggaran

SIRKA-SITUBONDO _tgl_cetak_dok_ Ha16/6



I PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN

(SPP-LS-GAJI~TUNJANGAN)

Nomor: __

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.

Pengguna Anggaran I Kuasa Pengguna Anggaran

_nama_skpd_

Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor xx Tahun XXXX tentang Penjabaran APBD. bersama ini kami mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan sebagai berikut :

a Urusan Pemerintahan

b SKPD

c. Tahun Anggaran 20XX

d Dasar Pengeluaran SPD Nemer

e Jumlah Sisa Dana SPO Rp. XXXXXX (Belanja Tidak Langsung)

Terbllang

f. Untuk Keperluan Bulan

9 Nama Bendahara Pengeluaran

h Jumlah Pembayaran Yang Diminta Rp. XXXXXX

TerbUang

i. Nama Bank

No Rekening Bank

Situbondo. __

Bendahara Pengeluaran

SJRKA-S/TUBONDO _tgJ_cetak_dok_ Ha11! 6



I PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
_NAMA_SATUAN_KERJA_PERANGKAT_DAERAH_

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP·LS-GAJI·TUNJANGAN

Nomor: _

Sehubungan dengan Sural Perminlaan Pembayaran Langsung Gajl dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) yang kaml
ajukan sebesar :

Rp xxxxxxxx

•
Untuk keperluan SKPD _nama_skpd_ Tahun Anggaran XXXX, dengan ini menyatakan dengan sebenamya bahwa :

1. Pembayaran langsung tersebut untuk pembayaran ga}i dan tunjangan di bulan Tahun 20XX.

2. Jumlah 8elanja langsung tersebut dipergunakan untuk membayar gajl dan lunjangan sesuai perundang-undangan yang
berlaku.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-lS·GAJI·TUNJANGAN SKPD kami.

Situbondo. _

Pengguna Anggaran

•

SIRKA·SITUBONDO _tgl_cetak_dok_ Hal2/6



I PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN

(SPP-LS-GAJI- TUNJANGAN)

Nomor: __

RINGKASAN

RINGKASAN DPA..fDPPA-/DPAL-5KPD

Jumlah dana OPA-5KPD I DPPA-SKPD I DPAL-SKPO (I) Rp xxxxxxx

RINGKASAN SPD

No. Urut NomorSPD Tanggal SPD Jumlah Dana

JUMLAH (II) Rp xxxxxx

S;sa dana yang belum di SPD-kan (1-11) Rp 1CJCJCX1OC

RINGKASAN SP2D

SP2D Peruntukan GU xxxxx
SP20 Peruntukan TU xxxxx
SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan lOOOOOC

SP20 Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa lOOOO(

SP2D Peruntukan Honorarium xxx
JUMLAH (11/) Rp JOOODOO(

Sisa SPD yang telah dlteTbltkan, be/um dlbelanjakan (11-111) Rp xxxxxxx

Situbondo, _

Bendahara Pengeluaran

SIRKA-SITUBONDO _tglcetak_dok_ Hal3/6



I •
I .

I

Nomor: _

I PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN

(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

Bulan

No. Kode Rekening Uralan Jumlah

~

TOTAL

Terbilang : _

Situbondo, _

Bendahara Pengeluaran

SIRKA-SITUBONDO _tgl_cetak_dok_ Ha14/ 6



Nomor: __

.' .... , PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

SKPD
KodeSKPD
NomorDPA
Tanggal
Program

Keglatan
Tahun Anggaran

_nama_skpd_

DPA SKPD Belanja Tidak Langsung

20XX

. Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran _nama_SKPD_ pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. menyatakan
bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang
berhak menerima, dengan perincian sebagai berikut :

Kode UralanINama rekenlng No. Pajak Dlpungut .
Rekenlng Penerima Tanggal Kwltansl Jumlah Jumlah Total

PPh PPn

.:0

SIRKA·S/TUBONDO _tgl_cetak_dok_ Hat5/6



Situbondo, _

Pengguna Anggaran

KOde Uralan/Nama rokening No. Pajak Dlpungut
Rekenlng Pen.rlma T8n9gal Kwltansl Jumlah Jumlah Total

PPh PPn

TOTAL

TerbiJang:

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada _nama_skpd_ Pemerintah Kabupaten
Sltubondo untuk kelengkapan Administrasi dan Kepe~uan Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

SIRKA-SITUBONDO HalS/S
I

..• 1

: I

,



Nomor: __

, PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURA T PERMINT AAN PEMBAYARAN LANGSUNG KE BENDAHARA PENGELUARAN

SURA T PENGANTAR

Rp. XXXXXX (Belanja Langsung)

Kepada Yth.

Peng9\los Anggaran I Kuasa Pengguna Anggaran

_nadla_skpd_

DiTempat

Dengan memperhatlkan Peraturan Bupati Nomor xx Tahun 20XX tentang Penjabaran APBD. bersamaini kami mengajukan
Surat Pertnintaan Pembayaran Langsung Ke Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :

a Urusan Pemerintahan

b SKPD

c. Tahun Anggaran

d Dasar Pengeluaran SPD Nomor

e Jumlah Sisa Dana SPD

20XX

Terbilang

f. Nama Bendahara Pengeluaran

9 Jumlah Pembayaran Yang Diminta Rp. XXXXXX

Terbilang

h Nama Bank

No Rekening Bank

Bank Pembangunan Daerah Jatlm

•
Mengetahui,

Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan

Situbondo. _

Bendahara Pengeluaran

SIRKA-SITUBONDO _tgLcetak_dok_ Hal 1/6



Nomor: _

I PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
_NAMA_SATUAN_KERJA_PERANGKAT_DAERAH_

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM-LS HONORARIUM

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung ke Bendahara Pengeluaran (SPM-LS HONORARIUM) yang kami
ajukan sebesar :

Rp XXXXXX

Untuk keperluan SKPD _nama_skpd_ Tahun Anggaran 20XX. dengan inl rnenyatakan dengan sebenamya bahwa :

1. Pembayaran Langsung tersebut untuk Program , Kegiatan __
Tahun Anggaran 20XX.

2. Jumlah Belanja Langsung tersebut dipergunakan untuk Pembayaran _""":'"--:- -:---:- __
Bulan Tahun 20XX Kegiatan Pada _nama_skpd_

Dernikian Surat Pemyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS HONORARIUM SKPD karni.

Situbondo, _

Pengguna Anggaran

S/RKA-SJTUBONDO _tgl_cetak_dok_ Hal 2/6



, PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURA T PERMINT AAN PEMBAYARAN LANGSUNG HONORARIUM

(SPP-LS-HONORARIUM)
Nomor: ___

RINGKASAN

RINGKASAN KEGIATAN

1. Program :

2. Kegiatan

3. No dan Tgi OPNDPPAIDPAL-SKPD

4. NamaSKPD

5. Nama Bendahara

6. Nama dan No Rek. Bank : Bank Pembangunan Daerah Jatlm, No Rek. XXXXXXX aln Bendahara

7. Kegialan Lanjutan :

8. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : ,.
9. Status Pekerjaan :

10. No J T8nggal SK

11. PerihalSKP :

12. Deskripsi Pekerjaan :

RINGKASAN DPA·/DPPA.fDPAL-5KPD

Jumlah dana DPA-SKPD I DPPA-SKPD I DPAL-SKPD (I) Rp xxxxx

RINGKASAN SPD

No. Urut NomorSPD TanggalSPD JumlahDana

JUMLAH (/1) Rp XlOOt.

Sisa dana yang be/um dl SPD-Ican (/-II) Rp JOOOCJt

RINGKASAN SP2D

SP2D Peruntukan au xxxxx
SP2D Peruntukan TU xxx

SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan xxxxx
SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa xxx

SP2D Peruntukan Honorarium xxx
JUMLAH (III) Rp JOOOt

SIRKA-SITUBONDO Hal 3/6_tglcetak_dok_



Sisa SPD yang te/ah diterb/tlcan. be/um dlbelanjakan

Mengetahui,

Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan

Situbondo, _

Bendahara Pengeluaran

SIRKA~ITUBONDO _tg/_ cetak_ dokumen_ Hal 416



Nomor: __

I PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINT AAN PEMBAYARAN LANGSUNG KE BENDAHARA PENGELUARAN

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

NoDPA

Nama Keglatan

No. Kode Rekenlng Uralan Jumlah

TOTAL

Terbilang : Enam Juta Rupiah

Mengetahui,

PeJabatPelaksana Teknis Keglatan

. Situbondo, _

Bendahara Pengeluaran

SIRKA.S/TUBONDO _tg/_cetsk_dok_ Ha15/6

,



, PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

(SPP-LS-HONORARIUM)
Nomor: __

SKPD
KodeSKPD
NomorDPA
Tanggal

Program
Kegiatan

Tahun Anggaran 20XX

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran _nama_skpd_ pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.
menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas sagala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran
kepada yang berhak menerirna. dengan perincian sebagal berikut :

Kode UralaniNama Rekenlng No. Pajak Dipungut
Rekenlng Penerima Tanggal Kwitansl Jumlah Jumlah Total

Polongan Jenls

TOTAL I
Terbilang:

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada _nama_skpd_ Pemerintah Kabupaten
Situbondo untuk kelengkapan Administrasi dan Keperluan Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Situbondo. _

Pengguna Anggaran

SIRKA-$ITUBONDO _tgl_cetak_dok_ HaIS/6



I PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAM BAHAN UANG

(SPP-TU)
Nomor: _

SURAT PENGANTAR

Kepada yth.

Pengguna Anggaran I Kuasa Pengguna Anggaran

_nama_satuan_kerja_perangkat_daerah_

01 Tempat

Oengan mempematikan Peraturan Bupati Nomor xx Tahun xxxx tentang Penjabaran APBO, bersama ini kami mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persedlaan sebagai berikut :

a Urusan Pemerintahan

b SKPD

c. Tahun Anggaran

d Oasar Pengeluaran SPD Nomor

20XX

e Jumlah Sisa Dana SPD (Belanja langsung)Rp. XXXXX

Terbilang

f. Nama Bendahara Pengeluaran

9 Jumlah Pembayaran Yang Diminta Rp. xxxxxx

Terbllang

h Nama Bank Bank Pembangunan Daerah Jatim

xxxxxx AlN _No Rekenlng Bank

Situbondo, _

Bendahara Pengeluaran

S/RKA·SITUBONDO _tgl_ cetak_ dokumen_ Hal1/4

i
I
I

I
. :[
. I



Pengguna Anggaran

, PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
_NAMA_SKPD_

SURAl PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-TU
Nomor: __

'. Sehubungan dengan Surat Pennintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP -TU) yang kami ajukan sebesar:

Rp XXXXX

Untuk keperluan SKPD _nama_skpd_ Tahun Anggaran XXXX, dengan ini menyatakan dangan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan khusus guna membiayai
kegiatan yang tidak dapat ditunda.

2. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengaluaran-pengeluaran yang
menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dangan Pembayaran langsung (LS).

Demlklan Surat Pemyataan ini dibuat untuk melengkapl persyaratan pengajuan SPP-TU SKPD karnl,

Situbondo, _

o

SIRKA-SITUBONDO _tgLcetak_dok_ Ha12! 4

,



, PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAM BAHAN UANG

(SPP-TU)
Nomor: _

RINGKASAN

RINGKASAN DPA..fDPPA·/DPAL-5KPD

Jumlah dana DPA-SKPD J DPPA-SKPD I DPAL·SKPD (I) Rp xxxx

RINGKASAN SPO

No. Urut NomorSPD Tanggal $PD Jumlah Dana

JUMLAH (II) Rp

S/$a dana yang be/um d/ SPD-kan (1-/1) Rp

RINGKASAN $P20

SP2D Peruntukan GU xxxx

SP2D Peruntukan 1U xxxx

SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan xxxx

SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa xxxx

SP2D Peruntukan Honorarium xxxx

JUMLAH ("1) Rp XJCXJC)(

S/sa SPD yang teiah dlterbltkan, be'um dlbe'an}akan (,1-"1) Rp )0000(

Situbondo. _

Bendahara Pengeluaran

SIRKA·S/TUBONDO _tglcetak_dok_ Hal 314



, PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURA T PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG

(SPP-TU)
Nomor: _

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

NoOPA

Nama Kegiatan

Nama Sub Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

No. Kode Rekening Uralan Jumlah

TOTAL

Terbilang : _

Situbondo, _

Bendahara Pengeluaran

t.:

S/RKA-SITUBONDO _tgl_cetak_dok_ Hal4/4



I PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG

(SPP·TU·NIHIL)
Nomor: _

SURAl PENGANTAR

I .'
Kepada yth.

Pengguna Anggaran I Kuasa Pengguna Anggaran

_nama_skpd_

Oi Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor xx Tahun 20XX tentang Penjabaran APBO, bersama Inl karni mengajukan
Surat P&rmintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan sebagai berikut :

a Urusan Pemerintahan

b SKPD

c. Tahun Anggaran

d Oasar Pengeluaran SPD Nomor

20XX

e Jumlah Sisa Dana SPD Rp. XXXXXXX (Belanja Langsung)

Terbilang

f. Nama Bendahara Pengeluaran

9 Jumlah Pembayaran Yang Diminta Rp. XXXXXXXXX

Terbilang

h Nama Bank

No Rekening Bank

Situbondo, _

Bendahara Pengeluaran

•

SIRKA·S/TUBONDO _t91_cetsk_dok_ Hal11 5



1
I
I .' , PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAM BAHAN UANG
(SPP- TU-NIHIL)

Nomor: ___

RINGKASAN

RINGKASAN DPA·/DPPA..JDPAL-5KPO

Jumlah dana DPA-SKPD I DPPA-SKPD I DPAL-SKPD (I) Rp XXXXX

RINGKASAN SPD

No. Urut NomorSPD TanggalSPD Jumlah Dina

JUMLAH (/1) Rp )00()()(

Sisa dana yang belum dl SPD-Ican (1·11) Rp

RlNGKASAN 5P2D
SP2D Peruntukan GU

SP2D Peruntukan TU

SP20 Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan

SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa

SP2D Peruntukan Honorarium

JUMLAH (11/) Rp

SlslI SPD yang te/ah dlterbltkan. be/um dlbe/anjakBn (11-111) Rp

Situbondo. _

Bendahara Pengeluaran

SIRKA-SITUBONDO _tgl_cetak_dok_ Hal2/5



.,. I PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAM BAHAN UANG

(SPP-TU-NIHIL)
Nomor: ___

RINCIAN PENGGUNAAN DANA

NoDPA

Nama Keglatan

Nama Sub Keglatan

Waktu Pelak,anaan

No. Kod8 R8kening Uraian Jumlah

TOTAL

Terbllang : _

Situbondo, _

Bendahara Pengeluaran

SIRKA-SITUBONDO _tgl_cetak_dok_ Hal3/5



, PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWABBELANJA

(SPP·TU NIHIL)

SKPD

KodeSKPD

NomorDPA

Tanggal

Program

Keglatan

Tahun

Nomor: _

Atas SPJ Nomor : _

20XX

'. Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran _nama_skpd_ pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. menyatakan
bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang
berhak menerima. dengan perincian sebagai berikut :

No BKUI Sub Keglatanl UralenJ
Kode . Nama Rekenlng
Rek.

No.
Kwltansl Jumlah Jumlah Total

PPn PPh

Pajak Dlpungut
Penerlma Tanggal

S/RKA-SITUBONDO _tgLootak_dolC Hal4/5



No BKUI Sub Keglatanl UralanJ No. Pajak Dlpungut
Kode Nama Rekenlng Penerima Tanggal Kwltansl Jumlah Jumlah Total
Rek. PPn PPh.

TOTAL

Terbilang : _

Bukti-buktl belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada _nama_skpd_ Pemerintah Kabupaten
Situbondo untuk kelengkapan Administrasi dan Keperluan Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Situbondo. _

Pengguna Anggaran

S/RKA-SITUBONDO _tglcetak_dok_ Hal 51 5



, PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN

(SPP~UP)
Nomor: _

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.

Pengguna Anggaran I Kuasa Pengguna Anggaran

_nama_skpd_

DiTempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor xxx Tahun XXXX tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengaJukan
Surat Permintaan Pembayaran Uang Persedlaan sebagal berikut :

a. Urusan Pemerintahan

b. SKPD

.. ' . c. Tahun Anggaran

d. Dasar Pengeluaran SPO Nomor

e. Jumiah Sisa Dana SPO

Terbilang :

f. Nama Bendahara Pengeluaran

g. Jumlah Pembayaran Yang Oiminta

Terbllang :

h. Nama Bank

No Rekening Bank

xxxx

Rp.

_nams_ bendahara _penge!uaran_

Rp. xxxxx

Bank Pembangunan Daerah Jatim

xxxxx AlN Bendahara Pengeluaran SKPD

Situbondo, _

Bendahara Pengeluaran

SIRKA-SITUBONDO _ tanggal_cetak_ dok_ Hal1/4



, PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
_nama_satuan_kerja_perangkat_daerah_

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-UP
Nomor: _

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) yang kami ajukan sebesar :

Rp xxxxx

Terbilang : _

Untuk keperluan SKPD _nams_skpd_;, Tahun Anggaran XXXX, dengan ini menyatakan dengan sebenamya
bahwa:

1. Jumlah Uang Persediaan (UP) terse but diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna memblayai keglatan yang akan
kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.

2. Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut tidak akan digunakan untuk memblayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut
ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran langsung (LS).

Demikian Surat Pemyataan Inl dibuat untuk meiengkapi persyaratan pengajuan SPP-UP SKPD kaml.

Situbondo. __

Pengguna Anggaran

SIRKA-SITUBONDO _tgl_cetak_dok_ Hal 2/4



, PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN

(SPP-UP)
Nomor: ___

RINGKASAN

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor xxx Tahun XXXX Tanggal xxxxxxx tentang Penetapan Jumlah Uang Persedlaan untuk
SKPD _nama skod sejumlah:

Rp XXXXX

Tarbi/ang : _

Situbondo, _

Bendahara Pengeluaran

SIRKA·S/TUBONDO _tg1_cetak_dok_ Hal 3/4



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN
(SPP-UP)

Nomor: _

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

I

JumlahNo. Kod. Rekenlng Uralan

1. 1110301 Kas di Bendahara Pengeluaran • Bank XXXXXXXXX

TOTAL .lOOOOOOCXX

Terbnang : _

Situbondo, _

Bendahara Pengeluaran

SIRKA-S/TUBONDO _tgl_cetal<_dok_ H814/4



, PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
TANDA BUKTI PEMBAYARAN

nams_satuan_kerja_perangkat_daerah
Bendahara Penerimaan nama_skpdTelah menerima uang sebesar Rp. xxx.xxx (dengan_huruf)

. dan Nama
Alamat
Sebagai Pembayaran

nama_penyetorlwajib_pajak

a/amat_penyetorlwajib_pajak

uraianlketerangan_pembaysran

No Bukti no_urutlkode_skpd/STBP/bulanltahun

KODEREKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

rekenlng_pendapatan nama rekenlng_pendapatan xxx.xxx

Tanggal dlterima : hari-bu/an-tahun

Mengetahui,

Bendahara Penerimaan Pembayar I Penyetor

nama bendahara _penerimasn nama _pembayarlpenyetor

SIRKA-S/TUBONDO Hal11 1



, PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT TANDA SETORAN (STS)

nama_satuan_kerja_perangkat_daerah

STS : no_urutikode_skpdJSTSlbulanltahun . Bank : Bank Pembangunan Oaerah

No. Rekening : 0291000011

Harap Terima Uang Sebesar xxx.xxx,xx
( dengan huruf ) dengan_huruf

Dengan rincian penerimaan sebagai

No Kode Rekenlng Uralan Rlncian Obyek Jumlah (Rp)

1 f81cening_pendapatan nama_rekflnln(LjJendapatan xxx.xxx,XX

Jumlah xxx.xxx,xx

Uang tersebut diterima pada hari-bulan-tahun

Mengetahui

Bendahara Penerimaan

pejabat_keuangan nSI71B_bendahara_peneril71ssn

SIRKA..sITUBONDO HaJ1/2



, PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

nama_satuan_kerja_perangkat_daerah
LAMPIRAN

SURATTANDASETORAN

No. STS : no_urutlkode_skpd/STSlbulan/tahun

8erikut rincian untuk penyetoran dengan No STS ; no_urutlkode_skpdlSTS/bulan/tahun

'.;:

Jumlah
Terbilang

Rp. xxx.xxx,xx
dengan_huruf

Untuk Keperluan uraianlketerangan_pendapatan_secara _singkat_dan_informatif

Rekening rek_pendapatan nama_rekenening_pendapatan

No Nama WaJlb Pajak NPWP Alamat Besamya Ket. (No. STBP)

1 netnI_penye(or alamatpenyetor xxx.xxx,xx lIO_urutlkode_,kpd/STBPIbuIa ~I

Jurnlllh Retribu.1 P.IIMIUlan Kekayun D.erah lODt.lIXX,D

hun.

SITUBONDO, dd-mm.yyyy

Bendahara Penerimaan

nama_bendahara_penerimaan

SIRKA-SlTUBONDO Hal2J 2



KOP SURAT SKPD

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
NAMA
NIP

Bertindak sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di
_.NAMA_SKPD_. mcnyatakan bahwa kelcngkapan pengajuan perintah
mcmbayar ( UP/GU/TU/LS )* Nomor: (nomor_spm_yang_diajukan)sebcsar
Rp. xxxxx (terbilang}telah diverifikasi oleh (Pejabat Penatausahaan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Kuasa
Pcngguna Anggaran)* dan dinyatakan lengkap dan sah sesuai dengan
pcraturan perundang-undangan yang bcrlaku.

Untuk sclanjutnya, dokumcn Surat Pcrrnintaan Pembayaran (SPP)
dan kelengkapannya yang menyertai SPM ini akan kami simpan / arsip
scsuai kctcntuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
kcpcrluan pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah di
NAMA_SKPD_

Situ bondo, ._tanggal__pemyataan __dibuat;
Pcngguna Anggaran / Kuasa Pcngguna Anggaran*

Nama Terang
NIP

BUPATI SITUBONDO,

c
DADANG WIGIARTO


